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QS. Al-Ma‟idah (5): 1: 
 ِدُُ٘قعْىبِث اُ٘ف ْٗ َأ اُْ٘ ٍَ آ َِ يِرَّىا ب َٖ َُّيأ بَي 
Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” 
 
QS. Al-Isra‟ (17): 34: 
 ًلُ٘ئْع ٍَ  َُ بَم َد ْٖ َعْىا َُّ ِإ  ِۖد ْٖ َعْىبِث اُ٘ف ْٗ َأ َٗ ... 
Artinya: “... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai 
pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra‟ (17): 34). 
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  PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama Islam dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث S|A S| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H{A H{ Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Z|Al Z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
غ Syin Sy Es dan ye 
ص S}Ad S} Es (dengan titik dibawah) 
ض D}Ad D} De (dengan titik dibawah) 
ط T}A T} Te (dengan titik dibawah) 
ix 
 
ظ Z}A Z} Zet (dengan titik dibawah) 
ع „Ain ...‟... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ه Lam L El 
ً Mim M Em 
ُ Nun N En 
ٗ Wau W We 
ٓ Ha H Ha 
ء Hamzah ...ʹ... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal ataupun monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
Contoh: 
No Kata bahasa arab Transliterasi 
1. تتم Kataba 
2. سم ذ Zukira 
3. تٕ ري Yazhabu 
 
x 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ٙ...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
ٗ...أ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
No Kata Bahsa Arab Transliterasi 
1. فيم Kaifa 
2. ه سح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangbya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf 
dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif atau ya a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
ٗ...أ Dammah dan wau u> u dan garis di atas 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ه بق Qa>la 
2. ويق Qi>la 
3. ه ٘قي Yaqu>lu 
4. يٍ ز Rama> 
 
 
 
xi 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada 2 (dua), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah/h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هبفط لأ ا ةض ٗ ز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحيط T{allah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydidi. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata bahasa arab Translitersi 
1. بْث ز Rabbana 
2. ه صّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qomariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
xii 
 
diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata bahasa arab Translitersi 
1. وج سى ا Ar-rajulu 
2. ه لاجى ا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. 
Contoh: 
No Kata bahasa arab Translitersi 
1. وم أ Akala 
2.  ٗ دخ أتُ  Taʹkhuduna 
3. ؤْى ا An-Nauʹu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu yang digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh: 
No Kata bahasa arab Translitersi 
1. ه ٘ظ ز ل إ دحٍَ بٍ ٗ Wa ma>Muhammadun illa>rasu>l 
2. ِيَى بعى ا ة ز لله دَحى ا Al-hamdu lillahi rabbil ʹa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata bahasa arab Translitersi 
1. ِيق ش ا سى ا سيخ ٖ٘ى لله ا ُ إ ٗ Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
2. ُ ا صيَى ا ٗ وينى ا ا ٘ق ٗ أف Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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 ABSTRAK 
Iis Nurjanah, NIM. 142.111.163, “Analisis Putusan Perkara Ekonomi 
Syariah No.0275/Pdt.G/2016/Pa.Klt Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas 
Pendaftaran Lelang Agunan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-
MUI/III/2008”. 
Pada umumnya nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke 
Pengadilan Agama adalah dengan dasar gugatan akad perjanjian, akan tetapi 
perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt yang ditangani oleh Pengadilan Agama 
Klaten ini dasar gugatannya berupa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang 
dilakukan oleh Bank atas pendaftaran lelang agunan yang dijaminkan oleh 
nasabah. Bahwa selanjutnya perkara ini setelah di putus oleh Pengadilan Tingkat 
Pertama juga diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi sampai 
akhirnya putusan tersebut inkrach. 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif. Metode 
pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi yang didukung dengan 
wawancara Hakim di Pengadilan Agama Klaten. Dalam analisis penelitian ini, 
penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari 
penelitian, yaitu tentang dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam 
memberikan putusan pada perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tentang sengketa 
atas akad murabahah baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi 
serta bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan 
putusan pada perkara tersebut perspektif hukum Islam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum bagi 
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah Pasal 1338 dan Pasal 1365 
KUHPerdata.Sedangkan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Kasasi adalah 
Pasal 1238 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian keempat 
Pasal 36 dan Pasal 38 Huruf C Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya. Kesesuain 
pertimbangan hukum bagi Hakim tersebut dalam perspektif Fatwa DSN-MUI 
No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Ra>hn Tasjily sudah tepat sebagaimana 
ketentuan di dalam fatwa tersebut. 
 
 
Kata Kunci: perkara ekonomi syariah, pertimbangan hakim, fatwa DSN-MUI. 
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ABSTRACT 
Iis Nurjanah, NIM. 142 111 163, "Islamic Economic Analysis Case 
Decision No.0275/Pdt.G/2016/Pa.Klt About Torts Over Collateral Perspective 
Auction Registration DSN-MUI Fatwa No.6  DSN-MUI / III/2008". 
In general, customers do mediation in court to claim Religion is the basis 
of the contract agreement, but the case No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt handled by 
this Klaten Islamic Court lawsuit basic form of Torts (PMH) which conducted by 
the Bank on auction registration of collateral pledged by customers. The next case 
is that after dropping by the Court of First Instance also decided by the Court of 
Appeal and Cassation until the decision is inkrach. 
The method used in this research is using qualitative research methods 
with deductive analysis. Methods of data collection using the documentation 
study supported by interviews Religious Court Judge in Klaten. In this analysis, 
the authors will describe and analyze the data obtained from the study, which is 
about the basic legal consideration for the judge in giving judgment in the case 
No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt on murabaha contract dispute over both the Court of 
first, Appeal and Cassation and how to judge the suitability of law considerations 
in giving a decision on the case in the perspective of Islamic law. 
The results showed that the basic legal consideration for Judge Court of 
First Instance is Article 1338 and Article 1365 of KUHPerdata.Sedangkan the 
Court of Appeal and Cassation is Article 1238 of the Civil Code and the Rules of 
the Supreme Court No. 2 of 2008 on the Law Compilation of Islamic Economics 
in Chapter III of Part fourth Article 36 and Article 38 Letter C On Dissenters 
Promise and Punishment. Judge suitability for the legal considerations in 
perspective DSN-MUI Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 About Ra> hn Tasjily own 
right as stipulated in the fatwa. 
 
 
Keywords: Islamic economic case, consideration of the judge, DSN-MUI Fatwa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kompleks melahirkan berbagai 
bentuk kerja sama bisnis yang meningkat dari hari ke hari. Semakin 
meningkatnya kerja sama bisnis, menyebabkan semakin tinggi pula tingkat 
sengketa diantara pihak yang terlibat di dalamnya. Pada dasarnya, sebab-
sebab terjadinya sengketa di antara pihak sebagai berikut:
1
 
1. Wanprestasi; 
2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH); 
3. Kerugian salah satu pihak; dan 
4. Adanya pihak yang tidak puas atas tanggapan yang menyebabkan 
kerugian. 
Dengan demikian semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis 
syariah, maka aspek perlindungan hukum dalam penerapan asas perjanjian 
dalam akad atau kontrak di setiap lembaga dan transaksi ekonomi syariah 
menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran 
pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah tidak menutup kemungkinan 
terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat 
oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar 
hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntut menuntut satu 
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 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm. 57.   
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sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara 
bisnis syariah akan sangat tinggi dan beragam.
2
 
Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kompleksitas perkara-
perkara tersebut, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang 
mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang 
ekonomi syariah. Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa bisnis 
syariah dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi dan jalur litigasi (proses 
Peradilan Agama).
3
 
Jalur non litigasi sering disebut dengan penyelesaian sengketa 
alternatif/ADR (Alternative Disppute Resolution).
4
 Secara yuridis oleh 
pemerintah Indonesia secara umum telah telah dikukuhkan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa di samping mengatur secara panjang lebar 
tentang arbitrase
5
 juga memperlihatkan kepada pencari keadilan bahwa 
sebenarnya undang-undang tersebut juga menekankan kepada penyelesaian 
sengeketa alternatif. Secara garis besar, alternatif penyelesaian sengketa 
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 Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase 
dan Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah  cara penyelesaian suatu 
sengketa perdata di luar Peradilan Umum, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.  
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terdiri dari dua jenis mekanisme. Pertama, dengan sistem musyawarah yang 
terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 
Kedua, arbitrase, lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah adalah Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
6
  
Sedangkan jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui 
lembaga Peradilan, dalam hal ini adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama 
sebagai salah satu dari 4 (empat) lembaga Peradilan yang ada di Indonesia. 
Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 
Agama telah mengatur perluasan kewenangan mutlak atau kompetensi 
absolut bagi Peradilan Agama sebagaimana secara eksplisit disebutkan dalam 
Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan bahwa: 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) 
Hibah; e) Wakaf; e) Zakat; f) Infaq; g) Shadaqah; dan h) Ekonomi 
syariah.
7
 
 
Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 49 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang pasal 
dan isinya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
                                                          
6
 Menurut penjelasan Pasal 10 Ayat (2) PBI No. 7/46/PBI/2005, Basyarnas yang 
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tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama 
mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan 
memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. Kemudian paradigma ini 
dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 
Tahun 2012. Sehingga penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan 
dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan 
Peradila Agama.
8
 
Berdasarkan kewenagan absolut Pengadilan Agama tersebut, salah 
satu Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah adalah 
Pengadilan Agama Klaten, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Februari 2016 
Pengadilan Agama Klaten menerima gugatan dengan dasar perbuatan 
melawan hukum yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten, 
dengan register perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt. 
Putusan Perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt ini, bermula dengan 
adanya fasilitas pembiayaan akad mura>bah}ah yang didapatkan oleh 
Penggugat I dari Tergugat I dengan rek. 00103.00627 sebesar Rp 6.100.000,- 
realisasi 28-03-2014 jangka waktu 24 bulan dan jatuh tempo 28-03-2016, 
sedangkan fasilitas pembiayaan dengan rek. 00101.00866 sebesar Rp 
97.000.000 realisasi 28-03-2014 jangka waktu 45 bulan dan jatuh tempo 28-
03-2016. Dalam hal fasilitas pembiayaan tersebut pihak Penggugat I telah 
menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat 
Hak Milik No. 1659 serta sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak 
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 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.  
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Milik No. 1660, yang dalam perkara ini jaminan tanah tersebut dijadikan 
sebagai obyek sengketa.
9
 
Bahwa dalam perkara ini, pelunasan/jangka waktu yang dimiliki oleh 
Penggugat I yaitu 45 (empat puluh lima) bulan lunas pada tanggal 28 
Desember 2017. Bahwa Tergugat I telah melakukan pendaftaran lelang 
agunan berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat I 
dengan suratnya  No.REM.017/Spem/Al Mabrur/I/2016 tertanggal 19 Januari 
2016, maka berdasarkan hal tersebut para Penggugat menganggap bahwa para 
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang 
agunan. Dan untuk memperoleh haknya kembali, para Penggugat mengajukan 
perkara ini ke Pengadilan Agama Klaten.  
Bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Klaten yang memeriksa perkara tersebut telah memberikan putusan 
sebagai berikut:
10
 
Dalam Provisi 
1. Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima. 
Dalam Pokok Perkara 
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
606.000,- (enam ratus ribu rupiah). 
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 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Klt dalam perkara 
Ekonomi Syariah dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hlm. 2-3. 
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6 
 
Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding 
dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh 
Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya untuk memutus 
perkara a quo, telah memberikan putusan sebagaimana pada Putusan 
Nomor:280/Pdt.G/2016/PTA.Smg sebagai berikut:
11
 
1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima; 
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten 
Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2016 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah; 
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 
tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 
Bahwa keberatan di dalam memori banding yang diajukan oleh Para 
Pembanding semula Para Penggugat salah satunya adalah bahwa putusan 
Pengadilan Agama Klaten Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 
Agustus 2016 di dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan 
keadaan Para Pembanding/Para Penggugat yang baru mengalami penurunan 
usaha atau bangkrut, dimana dipandang telah menunda pembayaran oleh 
Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap sebagai perbuatan dzalim 
dengan mencantumkan dalil Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 1 yang intinya 
“Seorang yang beriman hendaknya menepati janji/akad yang dibuatnya”, hal 
ini bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Mura>bah}ah yang mencantumkan dalil Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 280 
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 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:280/Pdt.G/2016/PTA.Smg  dalam 
perkara Ekonomi Syariah, hlm. 8-9. 
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yang pada intinya “Dan jika orang yang berhutang itu dalam keadaan 
kesukaran, maka berilah ia tangguh sampai ia berkelapangan...,”. Dan 
berkenaan eksekusi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat 
berdasarkan pendaftaran lelang atas agunan Para Penggugat semula Para 
Pembanding tidak sesuai dan tidak berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg, 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan.
12
 
Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah memberikan 
putusan terhadap perkara tersebut di atas sebagaimana pada Putusan 
Nomor:416 K/Ag/2017 sebagai berikut:
13
 
1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 
Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
Bahwa di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi 
salah satunya telah memberikan pertimbangan bahwa Para Pemohon Kasasi 
tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Para Termohon 
Kasasi semula Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan 
perbuatan melawan hukum, bahkan sebaliknya Para Termohon Kasasi 
berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, dimana Para Pemohon Kasasi 
telah melakukan wanprestasi.
14
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Bahwa berdasarkan fakta di atas artinya putusan tersebut setelah 
diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Agama Klaten, 
juga diputus pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 
Kasasi sampai akhirnya putusan tersebut Inkrach. Dalam hal ini, karena 
gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dalil bahwa Para 
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang 
agunan, maka penulis ingin melihat dasar pertimbangan hukum bagi Hakim 
pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dan bagaimana 
kesesuaian pertimbangan hukum bagi Hakim tersebut perspektif Fatwa DSN-
MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. 
Sehingga berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 
meneliti lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN 
PERKARA EKONOMI SYARIAH NO.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt 
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS 
PENDAFTARAN LELANG AGUNAN PERSPEKTIF FATWA DSN-
MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat menarik 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam 
memberikan putusan perkara ekonomi syariah 
No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tentang perbuatan melawan hukum atas 
9 
 
pendaftaran lelang agunan baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, dan Kasasi? 
2. Bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum bagi Hakim baik pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dalam memberikan 
putusan pada perkara tersebut perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-
MUI/III/2008? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, adalah 
sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan putusan perkara ekonomi syariah 
No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tentang perbuatan melawan hukum atas 
pendaftaran lelang agunan baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, dan Kasasi. 
2. Untuk menjelaskan bagaimana kesesuaian pertimbangan hukum bagi 
Hakim baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi 
dalam memberikan putusan pada perkara tersebut perspektif Fatwa DSN-
MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
10 
 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait 
perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan 
Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khazanah 
ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 
literatur kepustakaan terkait kajian Hukum Acara Pengadilan Agama 
dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai bahan acuan terhadap penelitian sejenis untuk 
tahap berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan 
ilmu yang diperoleh. 
b. Sebagai tolok ukur untuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan 
melalui jalur hukum yaitu Peradilan dan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Pengertian Jual Beli Lelang (Bai‟ Muza>yadah) 
Secara etimologis bai‟ (jual beli) berrari pertukaran sesuatu 
dengan sesuatu yang lain, atau dapat juga disebut tukar menukar (barter) 
secara mutlak. Adapun secara terminologi menurt Hendi Suhendi, jual 
11 
 
beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang yang 
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu 
menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.15 
Sedangkan jual beli muza>yadah secara etimologis berarti orang-
orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, atau dapat 
diartikan sebagai berlomba-berlomba menambah harga pada produk yang 
dipamerkan untuk dijual.
16
 
2. Tinjauan Tentang Ra>hn 
a. Pengertian Ra>hn 
Ra>hn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang 
ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak 
yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 
seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana dapat 
dijelaskan bahwa ra>hn adalah semacam jaminan utang atau gadai.17 
b. Dasar Hukum Ra>hn 
Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah Ayat 283: 
 َنَِمأ ِْنإَف ۖ ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف ًاِبتاَك اوُدَِجت ْمَلَو ٍَرفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو
 اًضْعَب ْمُكُضَْعب َُهَتناََمأ َنُِمتْؤا يِذَّلا ِّدَُؤيْلَف  
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah 
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 
(oleh yang berpiutang)”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283). 
 
Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang yang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia 
finansial, barang tanggungan biasa dikenal dengan jaminan.
18
 
3. Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Pebuatan Melawan Hukum 
a. Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya 
prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti 
kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam 
perjanjian.
19
  
Di dalam ketentuan hukum Islam, apabila akad yang sudah 
tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan 
isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana 
mestinya, maka debitur telah melakukan kesalahan. Kesalahan 
tersebut adalah suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan 
kewajiban. 
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b. Bentuk-bentuk Wanprestasi 
Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, dan secara umum 
dikenal 4 (empat) bentuk wanprestasi yang sering terjadi, yaitu 
sebagai berikut:
20
 
1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali; 
2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang 
diperjanjikan sebelumnya; 
3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan 
4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan. 
c. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-
undang. Pada Pasal 1365 BW (onrechtmatig) menyatakan bahwa 
tiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan orang lain 
menderita kerugian, mewajibkan siapa yang bersalah karena 
menyebabkan kerugian itu harus mengganti kerugian tersebut. Selain 
itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami sebagai perbuatan 
yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut 
undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan Pasal 
1366 KUHPerdata.
21
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d. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Suatu perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat 
terjadi ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan 
melawan hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:
22
 
1) Ada perbuatan  
2) Ada kesalahan. 
3) Ada kerugian. 
4) Sebab-sebabnya atau alasan. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi Ulfa Laila, Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa 
Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 
Agama, IAIN Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana 
kewenangan Peradilan Agama dan Basayarnas dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah pasca lahirnya UU No 3 Tahun 2006. Yang menghasilkan 
kesimpulan bahwa dengan adanya UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama yang merupakan perubahan UU No 7 Tahun 1989 disebutkan dalam 
Pasal 49 beserta penjelasannya, maka kewenangan absolut sengketa ekonomi 
Islam beralih ke Pengadilan Agama.
23
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23
 Ulfa Laila, “Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca 
Lahirnya UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2013.   
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Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang kewenangan Peradilan 
Agama dan Basyarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pasca 
lahirnya UU No 3 Tahun 2006, sedangkan dalam penelitian yang akan 
penulis lakukan adalah membahas tentang dasar pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan putusan pada perkara ekonomi syariah. 
Skripsi Nurus Sa‟adah, Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara 
Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 
(Berbasis Nilai Keadilan), IAIN Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan 
tentang apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan apakah putusan 
hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 
Surakarta telah memenuhi asas Keadilan. Yang menghasilkan kesimpulan 
bahwa dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara ekonomi syariah adalah Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata dan HIR (Herziene Inlandsch Reglement), serta asas keadilan dalam 
putusan hakim dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif hakim dalam 
menjatuhkan putusan dan perspektif para pihak yang berperkara.
24
 
Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang apa yang menjadi 
dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam 
                                                          
24
 Nurus Sa‟adah, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di 
Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Surakarta, Surakarta, 2017.  
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menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan apakah putusan hakim dalam 
memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah 
memenuhi asas Keadilan, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah membahas mengenai dasar pertimbangan hukum bagi Hakim 
pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi dalam memberikan 
putusan pada perkara ekonomi syariah. 
Skripsi Moh.Irham Maulana, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan 
Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad 
Musya>rakah, IAIN Sunan Ampel. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang 
analisis hukum Islam terhadap implementasi akad musya>rakah dalam 
perjanjian pembiayaan pada putusan perkara No.882/Pdt.G/2010 PA 
Situbondo dan analisis hukum Islam terhadap Keputusan Hakim menolak 
gugatan ganti rugi immateriil pada putusan perkara No.882/Pdt.G/2010 PA 
Situbondo. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa jenis musya>rakah dalam 
perjanjian pembiayaan yang tertuang dalam perkara tersebut adalah syirkah 
‘Inan (serikat modal), serta berdasarkan analisis hukum Islam tentang 
ditolaknya gugatan ganti rugi immateriil sudah benar karena sudah 
berdasarkan hukum yang ada yaitu Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-
MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta‟widh).25 
Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan penulis 
lakukan adalah di dalam skripsi ini membahas tentang analisis hukum Islam 
                                                          
25
 Moh.Irham Maulana, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara 
No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musya>rakah”, Skripsi tidak 
diterbitkan, Jurusan Muamalah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013. 
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terhadap implementasi akad musya>rakah dalam perjanjian pembiayaan pada 
putusan perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo dan analisis hukum Islam 
terhadap Keputusan Hakim menolak gugatan ganti rugi immateriil pada 
putusan perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo, sedangkan dalam 
penelitian yang akan penulis lakukan adalah membahas mengenai kesesuaian 
pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan putusan pada perkara 
ekonomi syariah. 
Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang meneliti tentang 
dasar pertimbangan hukum bagi Hakim yang digunakan dalam menjatuhkam 
putusan yang dianalisis dengan menggunakan hukum Islam, selain itu dasar 
gugatan dalam putusan yang akan penulis analisis adalah dengan perbuatan 
melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan yang dimana dalam hal ini 
putusan tersebut  pernah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Tingkat 
Pertama, Banding, dan Kasasi.  
 
G. Metode Penelitian 
Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada 
permasalahan yang akan dibahas, dan dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun 
metode yang digunakan oleh penulis ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (literer) 
yang merupakan suatu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau 
18 
 
tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain 
sejenisnya. Atau dengan kata lain metode penelitian ini tidak menuntut 
kita mesti terjun ke lapangan melihat fakta langsung sebagaimana 
adanya.
26
 
2. Sumber Data 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis 
mengklasifikasikan menjadi dua sumber: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat 
pengambilan data langsung pada subjek sebagi sumber informasi 
yang dicari.
27
 Sumber data primer ini mencakup semua bahan hukum 
mengenai tinjauan tentang putusan Hakim Pengadilan Agama 
Klaten, antara lain: 
1) Salinan Putusan Perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt. pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. 
2) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu 
Hakim di Pengadilan Agama Klaten. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak 
lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 
                                                          
26
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 
(Yogyakarta: Ar-Ruzz Mesdia, 2012), hlm. 190.  
27
 Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 91.  
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penelitiannya.
28
 Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 
dari literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan materi 
yang akan dibahas. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat 
digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 
untuk menganalisis penelitian ini. 
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini 
termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, seperti makalah atau 
artikel, majalah, jurnal serta tulisan ilmiah hukum.
29
 
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan 
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, seperti kamus dan data-data diluar bidang hukum 
yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data 
penelitian.
30
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan 
metode teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, adapun 
penjelasannya adalah sebagai berikut: 
 
                                                          
28
 Ibid.  
29
 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.  
30
 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2003),  hlm. 185.  
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a. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah salah satu metode cara pengumpulan 
informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, 
arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku 
harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang 
memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
31
 
4. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinya sebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya 
mengenai suatu masalah dalam bidang kehidupan pada obyek tertentu. 
Agar mendapatkan data yang benar-benar valid, maka data-data yang 
telah terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan metode 
deduktif yaitu suatu pemikiran yang dimulai dengan mengambil kaidah-
kaidah yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat 
khusus.
32
 Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses analisis yuridis 
dari hukum yang ada pada putusan perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt 
pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. Untuk 
mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam 
memeberikan putusan pada perkara ekonomi syariah tersebut. 
 
 
 
                                                          
31
 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif, ..., hlm. 226. 
32
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 36.  
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H. Sistematika Penulisan 
Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing 
bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Gambaran 
yang lebih jelas mengenai penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan membahas bagian 
dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh penilitian yang 
meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metodologi 
Penelitian, Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori, dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab. Sub 
bab pertama membahas tentang Konsep Jual Beli Lelang (Bai‟ Muza>yadah). 
Sub bab kedua membahas tentang Konsep Ra>hn. Sub bab ketiga membahas 
tentang Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.  
BAB III Deskripsi Perkara No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt Pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi, dalam bab ini terdiri 
dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang Duduk Perkara Versi 
Penggugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. Sub bab 
kedua membahas tentang Duduk Perkara Versi Tergugat Pada Pengadilan 
Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi. Sub bab ketiga membahas tentang 
Amar Putusan dan Pertimbangan Hukum Pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, dan Kasasi. 
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BAB IV ANALISIS PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH 
NO.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt TENTANG PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM ATAS PENDAFTARAN LELANG AGUNAN PERSPEKTIF 
FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008, dalam bab ini akan dibahas 
mengenai analisis terhadap rumusan masalah yang meliputi apa yang menjadi 
dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan putusan perkara 
ekonomi syariah No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tentang perbuatan melawan 
hukum atas pendaftaran lelang agunan baik pada Pengadilan Tingkat 
Pertama, Banding, dan Kasasi serta bagaimana kesesuaian pertimbangan 
hukum bagi Hakim baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan 
Kasasi dalam memberikan putusan pada perkara tersebut perspektif Fatwa 
DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008. 
BAB V Penutup, dalam bab ini penulis akan membahas beberapa 
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Konsep Jual Beli Lelang (Bai’ Muza>yadah) 
1. Pengertian Jual Beli Lelang (Bai’ Muza>yadah) 
Jual beli dalam bahasa Arab disebut al-bai‟  ( ُعَْيجَىا)  yang 
merupakan bentuk masdar dari    عَْيث ُعْيَث َع بَث  kata yang artinya menjual 
sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan  ء َا َسَش yaitu 
masdar dari kata  ء َا َسَش ئ ِسْشَي ئ َسَش  namaun pada umumnya kata    عَْيث
 sudah mencakup keduanya, dengan demikian kata  عَْيث berarti menjual 
dan sekaligus berarti membeli. Adapun bai‟ secara terminologis menurut 
Hendi Suhendi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang 
atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah 
pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang 
menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah 
dibenarkan syara‟ dan disepakati.33 
Sedangkan jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) secara etimologis 
berarti orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, 
atau dapat diartikan sebagai berlomba-berlomba menambah harga pada 
produk yang dipamerkan untuk dijual.
34
 
                                                          
33
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.  
34
 Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam 
Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. XII, No. 4 
(Desember, 2015), hlm. 798.  
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Adapun secara terminologis, jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) 
adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam 
pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli 
saling bersaing dalam menambah harga. 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli lelang 
(bai‟ muza>yadah) adalah jual beli yang dilakukan dihadapan umum, atau 
di muka umum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga 
yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk 
menambah harga lagi, sehingga barang adagangan tersebut diberikan 
kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi. 
2. Dasar Hukum Jual Beli Lelang (Bai’ Muza>yadah) 
Hukum jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) menurut pendapat para 
ulama, yaitu menurut Al-Kasni dan Ibn Human, ulama dari mazhab 
Hanafi mengatakan jual beli lelang tidak dilarang karena Rasulullah 
SAW secara pribadi mempraktikkan hal tersebut. Ada pendapat ulama 
yang membolehkan hukum jual beli lelang, tapi ada juga yang 
memakruhkannya karena terdapat sumber hukumnya yang berbeda. 
Jumhur yang membolehkan jual beli lelang, dasarnya adalah apa yang 
dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup. Hadits 
yang membolehkannya antara lain: 
 َع ِْ  َا  َّ  ط  ْث ِ  ٍَ ِى ب  ل  َأ  َُّ  َز  ُج ًلا  ٍِ ِْ  ْا َل  ّْ َص ِز ب  َج َء ب  ِإ   َّى َّْى ا ي ِج ِّي  َص َّي ا ي
 ُلله  َع َي ْي ِٔ  َٗ  َظ َّي ٌَ  َي ْعَ ب ُى ُٔ  َف َق َه ب  َى َل  ِف ْي  َث ْي ِت َل  َش ْي   ء  َق َه ب  َث َي ِح ي ْي  ط  َت ْي َج ُط 
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 َث ْع َض ُٔ  َٗ  َت ْج ُع ُظ  َث ْع َض ُٔ  َٗ  َق َد   ح  َت ْش َس  ُة  ِف ْي ِٔ  ْا  ََ ى َء ب  َق َه ب  ا  ِيِْْتئ ِث ِٖ ََ َق ب َه ب 
 َف ْب  َت ُٓ ب  ِث ِٖ ََ َف ب َ ب  َخ َر  ُٕ ََ َز ب  ُظ ُه ٘  ِلله ا  َص َّي ُلله ا ئ  َع َي ْي ِٔ  َٗ  َظ َّي ٌَ  ِث َي ِد  ِٓ  ُث ٌَّ  َق َه ب 
 ٍَ ِْ  َي ْش َت ِس  َٕ  ي َد  ْي ِ  َف َق َه ب  َز  ُج  و  َا  َُّ  ُخ َا ُد  ُٕ ََ ِث ب ِد  ْز  َٕ  ٌ  َق َه ب  ٍَ ِْ  َي ِس  ْي ُد 
 َع َي ِد ي  ْز  َٕ  ٌ  ٍَ َّس  َت ْي ِ  َا  ْٗ  َث َلا  ًث َق ب َه ب  َز  ُج  و  َا  َُّ  َا  ُخ ُد  ُٕ ََ ِث ب ِد ْز  َٕ ََ ْي ِ  َف َ ب 
 ْع َط ُٕ  ب ََ ِإ ب  َّي ُٓ ب  َٗ  َا  َخ َر  َّدى ا  ْز  َٕ ََ ْي ِ  َف َ ب  ْع َط ُٕ  ب ََ ْا ب َل  ّْ َص ِز ب  َّي  
Dari Anas bin Malik r.a. bahwa ada seorang lelaki Anshor yang 
datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada 
Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah dirumahmu 
tidak ada sesuatu?” lelaki itu menjawab, “Ada dua potong kain, 
yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk. Serta 
cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu 
bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang 
membawanya. Nabi SAW bertanya “Siapa yang membeli barang 
ini?” salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau 
membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya 
lagi, “Ada yang mau mebelinya dengan harga lebih mahal?” 
Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba 
salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya 
dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua 
barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu 
dan memberikannya kepada lelaki Anshor tersebut... (H.R. 
Ahmad Abu Dawud, Al-Nasa‟i, dan Al-Tirmidzi). 
 
Hadits tersebut di atas menjadi hukum dibolehkannya lelang 
dalam syariat Islam lantaran Nabi SAW sendiri telah 
mempraktikkannya.
35
 
Praktik jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) adalah penawaran 
sekuritas untuk dijual dengan harga terbaik, kemudian kontrak dilakukan 
atas salah satu harga yang ditawarkan yakni harga tertinggi.
36
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 Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam 
Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Al-„Adalah, Vol. XII, No. 4 
(Desember, 2015), hlm. 798-799.   
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Proses jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) dilakukan dengan tawar 
menawar oleh para peserta lelang. Jika belum ada kesepakatan antar 
peserta yang melakukan penawaran, maka dimungkinkan seorang lain 
mengajukan tawaran dan memberi tambahan atas harga pertama. Hal itu 
sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas: “Sesungguhnya Nabi 
SAW pernah menawarkan anak panah dan pelana kepada beberapa 
sahabatnya. Lalu seorang laki-laki berkata, “Keduanya bagiku dengan 
harga satu dirham”. Kemudian orang yang lain berkata, “Keduanya 
bagiku dengan dua dirham”. (H.R. Bukhari dan Muslim).37 
Hukum jual beli lelang (bai‟ muza>yadah) adalah dibolehkan 
karena dalam jual beli atau sewa seseorang individu terhadap harta 
miliknya sendiri dan sunnah di dalam jualbbeli atau sewa seseorang yang 
dipertanggungjawabkan menjaga harta seseorang yang lain.
38
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Lelang (Bai’ Muza>yadah) 
Jual beli lelang (Bai‟ Muza>yadah) merupakan jual beli yang 
ditinjau dari segi penentuan harga. Oleh karenanya, jual beli tersebut 
merupakan bagian dari jual beli (bai‟). 
Rukun dan syarat jual beli (bai‟ muza>yadah)sama halnya dengan 
rukun dan syarat jual beli, antara lain sebagai berikut:
39
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 Ibid.  
37
 Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli..., hlm. 789-
799. 
38
 Ibid. 
39
 Oni Sahroni dan Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan 
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 27-37.  
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a. Adanya orang yang berakad atau al-muta’a>qidain (penjual dan 
pembeli). Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad harus 
memenuhi syarat sebagai orang yang boleh membelanjakan harta, 
yaitu merdeka, mukallaf, dan pandai (tidak cacat mental/gila). 
b. Adanya sighat (lafal i>ja>b dan qabu>l). I>ja>b dan qabu>l merupakan 
bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli). Adapun syarat-syarat i>ja>b dan qabu>l adalah: 
1) I>ja>b dan qabu>l harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya 
telah mencapai tamyiz. Dengan kata lain, i>ja>b dan qabu>l harus 
keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan hukum. 
2) I>ja>b dan qabu>l harus tertuju pada suatu objek yang merupakan 
objek akad. 
3) I>ja>b dan qabu>l harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. 
c. Adanya uang (harga) dan barang (ma’qu>d ‘alai>h). Adapun syarat-
syarat yang berkaitan dengan ma’qu>d ‘alai>h adalah barang itu ada, 
barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, barang itu milik 
seseorang, dan barang itu dapat diserahterimakan pada saat akad 
berlangsung. 
4. Ketentuan Jual Beli Lelang (Bai’ Muza>yadah) 
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan syariah dan 
pelanggaran atas hak,  norma dan etika kedua belah pihak dalam praktik 
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lelang, syariat Islam meberikan ketentuan dan kriteria umum sebagai 
pedomana pokok dalam jual beli lelang (bai‟ muza>yadah),40 diantaranya: 
a. Transaksi dilaksanakan oleh pihak yang cakap hukum dengan atas 
dasar sukarela. 
b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat. 
c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual. 
d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya 
manipulasi. 
e. Kesanggupan penyerahan oleh pihak penjual. 
f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi 
menimbulkan peselisihan. 
g. Tidak menggunakan cara yang menjurus pada kolusi dan suap untuk 
memenangkan tawaran. 
Sedangkan di dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-
MUI/III/2008 Tentang Ra>hn Tasjily dijelaskan sebagai berikut:41 
a. Pertama: Ketentuan Umum 
Ra>hn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi 
barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan 
(pemanfaatan) Rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada 
murtahain. 
b. Kedua: Ketentuan Khusus 
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1) Rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. 
2) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah 
kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan 
kepemilikan barang ke murtahin. Dan apabila terjadi 
wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, marhun dapat 
dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual 
ke pihak lain sesuai prinsip syariah. 
3) Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk 
mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau 
tidak dapat melunasi utangnya. 
4) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas 
kewajaran sesuai kesepakatan. 
5) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau 
serifikat) yang ditanggung oleh rahin. 
6) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun 
tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. 
7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud di atas tersebut 
didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya 
berdasarkan ijarah. 
8) Biaya asuransi pembiayaan ra>hn tasjily ditanggung oleh rahin. 
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5. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah 
Aplikasi transaksi jual beli lelang (Bai‟ Muza>yadah) dalam 
perbankan syariah digunakan dalam dua hal, yaitu:
42
 
a. Sebagai penerbitan sukuk. 
b. Sebagai transaksi jual beli sukuk. Dimana dalam hal ini dikenal 
dengan istilah bai‟ muza>yadah. 
 
B. Konsep Ra>hn 
1. Pengertian Ra>hn 
Secara etimologis, kata ra>hn berarti tetap, kekal, dan jaminan. 
dalaam istilah hukum positif ra>hn disebut dengan barang jaminan, 
agunan dan rungguhan. Dalam Islam ra>hn merupakan sarana saling 
tolong menolong (ta‟awun) bagi umat Islam dengan tanpa adanya 
imbalan jasa.
43
 
Sedangkan secara terminologi, ra>hn adalah menahan salah satu 
harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, 
dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis.
44
 Dengan demikian, pihak 
yang menahan memperolah jaminan untuk dapat mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi, ra>hn adalah semacam jaminan 
utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai.  
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Berdasarkan hukum Islam, penggadaian merupakan suatu 
tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal 
menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang 
dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh 
dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, 
utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu, hak 
pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang 
yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.
45
 Maka orang yang 
pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.
46
 
2. Dasar Hukum Ra>hn 
Para ulama fiqh telah sepakat (ijma‟) bahwa ra>hn dibolehkan 
dalam Islam berdasarkan pada Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dalam surat 
Al-Baqarah (2): 283 Allah berfirman: 
 ٌةَضُوبْقَم ٌناَهَِرف ًاِبتاَك اوُدَِجت ْمَلَو ٍَرفَس َٰىلَع ُْمتْنُك ْنِإَو 
Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang)”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 283). 
 
Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan “barang yang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Dalam dunia 
finansial, barang tanggungan biasa dikenal dengan jaminan.
47
 
Kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan:  
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 ئ ََستْش ا ٌَ َّيَظ َٗ  ِٔ َْييَع ُلله ا يَّيَص ِيجَّْى ا َُّ  َا ب َٖ ْْ َع ُلله ا َيِض َز َةَشِئ بَع ِْ َع
  ي ِد ْ٘ ُٖ َي ِْ ٍِ  ب ًٍ  بَعَط   دْي ِدَح ِْ ٍِ  بًع ْز ِد ََُْٕٔ  َز َٗ   وَج َا ئَى ِإ  
Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW membeli makanan 
dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai 
barang jaminan. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). 
 
Menurut kesepakatan para fiqh, peristiwa Rasulullah SAW 
menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus ra>hn pertama dalam Islam 
dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. 
Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ualama fiqh sepakat 
mengatakan bahwa ra>hn (pegadaian) itu dibolehkan, karena banyak 
kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong 
menolong antar sesama manusia.
48
 
3. Rukun dan Syarat Ra>hn 
a. Rukun Ra>hn 
Pembicaraan mengenai rukun-rukun ra>hn terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, rukun ra>hn 
itu ada empat, yaitu shigat (lafal i>ja>b dan qabu>l), orang yang berakad 
(ar-ra>hin dan al-murtahin), barang yang digadaikan (al-marhun) dan 
utang (al-marhun bih). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun 
rahn itu hanya i>ja>b (pernyataan menyerahkan barang sebagai 
jaminan oleh pemilik barang) dan qabu>l (pernyataan kesediaan 
memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Di samping itu, 
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menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad ra>hn ini, 
maka diperlukan al-qabdh (penguasaan barang) oleh pemberi utang. 
Adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang dijadikan 
jaminan dan utang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat 
ra>hn.49 
b. Syarat-syarat Ra>hn 
Adapun syarat-syarat ra>hn para ulama fiqh menyusunnya 
dengan rukun ra>hn itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat ra>hn 
adalah sebagai berikut: 
1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (ar-rahin dan 
al-murtahin) adalah cakap bertindak hukum. Menurut jumhur 
ulama adalah orang yang baligh dan berakal. Sedangkan 
menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad 
tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab 
itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh 
melakukan akad ar-rahn (gadai), dengan syarat akad gadai yang 
dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz ini mendapat 
persetujuan dari walinya.
50
 
2) Syarat yang terkait dengan shigat (lafal). Menurut ulama 
Hanafiyah akad ar-ra>hn (gadai) itu tidak boleh dikaitkan dengan 
syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, 
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karena akad ra>hn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu 
dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa 
yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya 
sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila 
tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, 
maka gadai itu diperpanjang satu bulan; atau pemberi utang 
mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Sementara 
ulama Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa 
apabila syarat itu mendukung kelancaran akad itu, maka syarat 
tersebut dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan 
dengan tabi‟at akad gadai maka syaratnya batal. Sebagai contoh, 
orang yang berutang mensyaratkan apabila ia tidak dapat 
membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka 
barang jaminan tidak boleh dijual. Syarat yang demikian itu 
tidak saja membatalkan syarat ra>hn, tetapi sekaligus 
membatalkan akad.
51
 
3) Syarat yang berkaitan dengan al-marhun bih (utang) adalah: 
merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang 
tempat berutang; utang itu boleh (dapat) dilunasi dengan barang 
jaminan tersebut; dan  utang itu jelas dan tertentu.
52
 
4) Syarat yang berkaitan dengan al-marhun (barang yang dijadikan 
jaminan), menurut para pakar fiqh adalah: 
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a) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual 
belikan. 
b) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai 
ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara‟). 
c) Barang yang dibolehkah oleh syara‟ mengambil 
manfaatnya. 
d) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya. 
e) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.  
f) Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat. 
g) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak 
bertebaran dalam beberapa tempat. 
h) Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau 
lebih. 
Di samping syarat-syarat di atas, para ulama fiqh sepakat 
menyatakan bahwa ra>hn itu dianggap sempurna apabila barang yang 
digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, 
dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Para 
ulama menyebut syarat ini adalah qabdh al-marhun (barang jaminan 
dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan 
tuntutan surat Al-Baqarah (2): 283 di atas, َفِسَٕب  ُ ٍَْقُجَْ٘ض ة  (barang 
jaminan itu dipegang/dikuasai [secara hukum]). Dengan demikian, 
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apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, 
maka akad bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
53
 
4. Mekanisme Operasional Ra>hn 
Secara umum, mekanisme operasional ra>hn yang dikombinasikan 
dengan pembiayaan di perbankan syariah, dapat dijelaskan sebagai 
berikut:
54
 
a. Dalam operasionalnya, rahn tidak menggunakan sistem bunga, tetapi 
menggunakan akad ija>rah. 
b. Semua barang baik itu bergerak atau tidak bergerak yang memiliki 
nilai ekonomis dapat dijadikan jaminan dalam melakukan akad ra>hn. 
c. Pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah 
pinjaman, melainkan dari taksiran marhun. 
d. Jumlah biaya-biaya yang ada disesuaikan dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. 
5. Aplikasi dalam Lembaga Keuangan Syariah  
Aplikasi rahn dalam perbankan syariah digunakan dalam dua hal, 
yaitu: 
a. Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) 
terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan murabahah. Bank 
dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
55
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b. Sebagai produk tersendiri, yaitu sebagaimana diterapkan di 
Malaysia, rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian 
konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam ra>hn nasabah 
nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah 
biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Perbedaan 
utama antara biaya ra>hn dengan bunga pegadaian adalah terletak 
pada sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, 
sedangkan biaya ra>hn hanya sekali dan ditetapkan di muka.56 
 
C. Tinjauan Tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum 
1. Pengertian Wanprestasi 
Dalam suatu perjanjian atau kontrak tentu terdapat dua macam 
subyek pihak yang berhutang atau disebut kreditur dan pihak yang 
memberikan piutang atau disebut debitur. Kreditur adalah orang yang 
mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat 
ditagih di muka Pengadilan.
57
 Sedangkan debitur adalah orang yang 
mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang 
pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.
58
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Apabila pihak debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang 
telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak, maka ia dapat dikatakan telah 
melakukan wanprestasi. 
Istilah wanprestasi atau yang dalam ranah Hukum Perdata di 
Indonesia sering disebut dengan ingkar janji atau cidera janji berasal dari 
bahasa Belanda yaitu dari kata “wan” yang artinya tidak ada, kata 
“prestasi” yang diartikan prestasi/kewajiban.59 Sedangkan menurut 
kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan 
tidak menepati janji dalam perjanjian.
60
 Wanprestasi dapat diartikan 
sebagai tidak terlaksananya prestasi karena keslahan debitur, baik karena 
kesengajaan atau kelalaian.  
Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, yang berbunyi: 
“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau 
dengan sebuah kata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi 
perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang 
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.61 
  
Pada prinsipnya, dari beberapa pengertian yang telah 
dikemukakan oleh para ahli hukum di atas dapat diambil kesimpulan 
bahwa wanprestasi berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur 
prestasi, konkretnya dapat dirumuskan sebagai berbuat sesuatu, tidak 
berbuat sesuatu, dan menyerahkan sesuatu. 
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Sedangkan di dalam ketentuan syara‟, apabila akad yang sudah 
tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan 
isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, 
maka debitur telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut adalah 
suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Hal ini 
sebagaimana Firman Allah SWTQS. Al-Isra‟ (17): 34: 
 ًلُ٘ئْع ٍَ  َُ بَم َد ْٖ َعْىا َُّ ِإ ۖ ِد ْٖ َعْىبِث اُ٘ف ْٗ َأ َٗ... ... 
Artinya: “... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti 
dimintai pertanggungjawabannya...”. (QS. Al-Isra‟ (17): 34). 
 
Dalam hukum Islam seseorang diwajibkan untuk menghormati 
dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan 
kepadanya. Oleh karena itu, apabila seseorang telah mendapat 
pembiayaan dari bank berarti ia telah mendapat amanah dari orang lain. 
2. Prosedur Menyatakan Debitur Telah Wanprestasi 
Prosedur menyatakan debitur telah wanprestasi mesti melalui 
beberapa tahapan. Setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus 
dilakukan, yaitu sebagai berikut:
62
 
a. Sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Somasi adalah 
teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) 
agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah 
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disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 
KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. 
b. Ingebreke Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara 
tersendiri dan tidak melalui pengadilan. 
Adapun substansi dari peringatan yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
1) Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi; 
2) Dasar teguran; dan 
3) Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi. 
Kemudian somasi minimal telah dilakukan sebanyak dua kali oleh 
kreditur atau juru sita dengan dilandasi iktikad baik. Adapun jeda waktu 
antara somasi pertama dan somasi kedua adalah satu minggu hari kerja. 
Apabila somasi tersebut tidak diindahkannya, maka kreditur berhak 
membawa persoalan itu ke pengadilan, selanjutnya pengadilan yang akan 
memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.
63
 
Sedangkan di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah pada Bab III Bagian Kemepat Tentang Ingkar Janji dan 
Sanksinya, adapun ketentuan isi Pasalnya adalah sebagai berikut:
64
 
 Pasal 36  
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena 
kesalahannya: 
a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 
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b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya. 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
 
3. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 
Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pada Pasal 
1365 BW (onrechtmatig) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan 
hukum yang menyebabkan orang lain menderita kerugian, mewajibkan 
siapa yang bersalah karena menyebabkan kerugian itu harus mengganti 
kerugian tersebut. Selain itu, perbuatan melawan hukum dapat dipahami 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum 
menurut undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 dan 
Pasal 1366 KUHPerdata.
65
 
Dalam sejarah hukum perbuatan melawan hukum disebutkan 
bahwa Pasal 1365 KUHPerdata telah diperluas pengertiannya menjadi 
membuat sesuatu dan tidak membuat sesuatu (melalaikan sesuatu), 
dengan ketentuan sebagai berikut:
66
 
1) Melanggar hak orang lain; 
2) Bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang melakukan 
perbuatan itu; 
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3) Bertentangan dengan kesusilaan, maupun asas-asas pergaulan 
kemasyarakatan mengenai kehormatan orang lain atau barang orang 
lain. 
4. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum 
Suatu perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi 
ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan 
hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut:
67
 
5) Ada perbuatan  
6) Ada kesalahan. 
7) Ada kerugian. 
8) Sebab-sebabnya atau alasan. 
Secara komprehensif terdapat perbedaan yang mendasar antara 
perbuatan melawan hukum dengan wanprsetasi. Misalnya berkaitan 
dengan ganti rugi, dalam konteks ini wanprestasi dapat diperkirakan 
karena adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum 
diserahkan pada hakim untuk menilainya. Begitu juga dari segi 
pembuktiannya yaitu jika wanprestasi yang harus dibuktikan adalah hal-
hal apa saja yang telah dilanggar dalam perjanjian, sedangakan pada 
perbuatan melawan hukum tentang kesalahan yang telah diperbuat 
tergugat, mengenai tuntutannya juga berbeda yaitu pada wanprestasi 
adalah adanya somasi untuk menyatakan tergugat lalai sedangkan 
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perbuatan melawan hukum langsung melakukan penuntutan begitu ada 
perbuatan melawan hukum terjadi. 
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BAB III 
DESKRIPSI PERKARA NO:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt PADA PENGADILAN 
TINGKAT PERTAMA, BANDING, DAN KASASI 
 
A. Duduk Perkara Versi Penggugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, Dan Kasasi 
Bahwa untuk mengetahui duduk perkara versi Penggugat pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, penulis mendeskripsikanpada gugatan 
Penggugat, Replik, dan Bukti Penggugat. Adapun deskripsinya sebagai 
berikut: 
1. Gugatan Penggugat 
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 
tertanggal 10 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Klaten dengan register perkara nomor: 0275/Pdt.G/2016/PAKlt., 
dengan dalil-dalil sebagai berikut:
68
 
a. Bahwa berdasarkan laporan pembiayaan Tergugat I kepada 
Penggugat I, Penggugat I  telah mendapatkan  fasilitas pembiayaan  
dari Tergugat I, dengan rek. 00103.00627 sebesar Rp. 6.100.000,-  
realisasi 28-03-2014 jangka waktu 24 bulan dan jatuh tempo 28-03-
2016, sedangkan  fasilitas pembiayaan  dengan rek. 00101.00866 
sebesar Rp.97.000.000,-- realisasi 28-03-2014 jangka waktu 45 
bulan dan  jatuh tempo 28-03-2016; 
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b. Bahwa dalam persetujuan/akad  sebagaimana tersebut posita angka 1 
gugatan Penggugat  I telah menyerahkan  jaminan berupa:
69
 
1) Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 
1659,luas 370 m2  terletak di desa Ngawonggo, kec.Ceper,kab. 
Klaten. 
Sebelah utara : Jalan. 
Sebelah Timur : Muhammad Yusman Chamimi. 
Sebelah Selatan : Muhammad Yusman Chamimi. 
Sebelah Barat : Prasetyo Budi. 
2) Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik 
No.1660 ,luas 770 m2  terletak di desa Ngawonggo, 
kec.Ceper,kab. Klaten. 
Sebelah utara           : Prasetyo Budi. 
Sebelah Timur         : Muhammad Yusman Chamimi. 
Sebelah Selatan       : Sungai. 
Sebelah Barat           : Prasetyo Budi. 
Bahwa untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa. 
c. Bahwa pelunasan/jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada 
posita angka 1 gugatan, Para Penggugat mengenai jangka waktu, 
yaitu selama 45 ( empat puluh lima ) bulan lunas  pada 28 Desember 
2017 “ Orang yang meninjamkan tidak boleh meminta kembali apa 
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yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan 
dalam perjanjian “ pasal 1759 KUH Perdata ( BW ); 
d. Bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum 
terhadap Penggugat I maupun terhadap  Penggugat II atas 
tindakannya dengan melakukan pendaftaran lelang agunan 
berdasarkan surat pemberitahuan dari Tergugat I kepada Penggugat I 
dengan suratnya No.REM.017/SPem/AL MABRUR/I/2016 
tertanggal 19 Januari 2016; 
e. Bahwa karena hutang Penggugat I kepada Tergugat I  belum jatuh 
tempo, maka seharusnya ketentuan penghentian sepihak perjanjian 
hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat I harus diberikan 
pernyataan default atas pinjaman Penggugat I kepada Tergugat I dan 
harus mendapat kan persetujuan dan diketahui oleh  Penggugat I 
maupun Penggugat II selaku penjamin; 
f. Bahwa Tergugat II sebagai penjamin hutang Penggugat I tidak 
pernah diberitahu oleh Tergugat I tentang telah terjadinya tunggakan 
hutang Penggugat I kepada Tergugat I, dengan demikian Tergugat I 
telah melakukan perbuatan melawan hukum yang seharusnya 
sebagai penjamin Penggugat II wajib hukumnya untuk diberitahu; 
g. Bahwa Tergugat I yang akan melakukan menjual/lelang atas  obyek 
sengketa Posita angka 2 gugatan tersebut jelas jelas melakukan 
pengingkaran dari perjanjian , karena Penggugat I dalam hal ini 
belum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sebelum jatuh 
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tempo hutang Penggugat I kepada Tergugat I, dengan demikian 
Tergugat I telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian pada 
posita angka 1 tersebut diatas, karena dalam ketentuan walaupun ada 
2 (dua) jenis fasilitas akan tetapi keduanya merupakan satu kesatuan; 
h. Bahwa  dalam kontek Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tanggal 01 April 2000 M atau tertanggal 26 
Duzulhijah 1420 H telah  dikutip Firman Allah QS.Al-Baqarah (2) : 
280 :  “ Dan jika ( Orang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai ia berkelapangan …… “ dalam hal ini jelas  
Tergugat I tidak melakukan apa yang di Fatwakan oleh Dewan 
Syari‟ah Nasional dan ternyata Tergugat I akan  melakukan lelang 
parate eksekusi  atas obyek sengketa  berdasarkan pemberitahuan  
dari  Tergugat I, dengan suratnya No.REM.017/SPem/AL 
MABRUR/I/2016 tertanggal 19 Januari 2016 Tergugat I akan 
melakukan penjualan lelang  obyek sengketa  dengan bantuan  
KPKNL Surakarta, sehingga dengan demikian Tergugat I telah 
melakukan tindakan  dengan itikad tidak baik yang di haramkan oleh 
ketentuan oleh Dewan  syari‟ah tersebut dan tidak memberikan 
penangguhan yang berkelapangan atas kesulitan ekonomi / keuangan 
Penggugat I, maka dari itu Tergugat I telah juga telah melakukan 
perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat atas 
perjanjian yang telah dibuat bersama antara Tergugat I dengan 
Penggugat I; 
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i. Bahwa Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 
tanggal 01 April 2000 M atau tertanggal 26 Duzulhijah 1420 H 
penetapan keenam  : “  Jika nasabah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang 
sampai ia menjadi sanggup kembali, atau sesuai kesepakatan “; 
j. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian  Hak Tanggungan atas tanah 
obyek sengketa angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang 
diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya 
mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit berdasarkan pasal 11 
ayat 2 hurf c UU No.4 th 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan  
secara tegas menyebutkan : “dalam hal Debitur sungguh-sungguh 
cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) 
dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan 
untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan 
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya 
meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”; 
k. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi  berdasarkan  pasal 26 UU No.4 
tahun 1996  tentang Hak Tanggungan menyatakan ; “selama belum 
ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya,dengan 
memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek 
yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku 
terhadap eksekusi Hak Tanggungan“, maka berdasarkan pasal 
tersebutseharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan 
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pasal 224 HIR,258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan 
Tergugat I adalah perbuatan melawan Hukum karena tidak 
dipatuhinya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan (UU No.4 
tahun 1996); 
l. Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses 
perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap 
obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama baik 
dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini 
sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht),  dan atau  
berdasarkan Peraturan Pemerintah  No.24 hatun 1997 pasal 45  ayat 
1 “Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan  atau pembebanan hak , jika salah satu syarat 
dibawah ini tidak dipenuhi“ huruf e tanah yang bersangkutan 
merupakan  obyek sengketa di Pengadilan”; 
m. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan 
benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon 
untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap tanah dan bangunan 
obyek sengketa posita angka 2 gugatan; 
n. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I  
telah melanggar hak-hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya 
kepadanya dihukum untuk membayar seluruh beaya yang timbul 
dalam perkara ini. 
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon YTH Ketua 
Pengadilan Agama Klaten berkenan memanggil Para Pihak, dan 
memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya 
menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:
70
 
P R I M A I R 
I. DALAM PROVISI: 
Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan 
penjualan secara lelang    terhadap benda yang  menjadi obyek 
sengketa, dengan  menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai 
kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht); 
II. DALAM POKOK PERKARA ; 
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan 
terhadap tanah dan bangunan Obyek Sengketa;  
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan 
hukum terhadap Para Penggugat; 
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan eksekusi lelang  
Hak Tanggungan atas obyek sengketa harus dilakukan 
berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan; 
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I apabila melakukan penjualan 
lelang atas obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan 
melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat; 
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6. Menyatakan bahwa Penggugat I belum melakukan wanprestasi 
atas kewajiban  Penggugat I kepada Tergugat I; 
7. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama 
terhadap sertifikat obyek sengketa  dan  apabila ada permohonan  
perubahan balik nama maupun pembebanan dalam bentuk 
apapun baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu 
putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum 
pasti/tetap (in kracht); 
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum 
banding, kasasi maupun verzet; 
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang 
timbul dalam perkara ini. 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan ex 
aequo et bono, putusan yang seadil-adilnya.  
2. Replik Penggugat 
Dalam pokok perkara:
71
 
a. Bahwa Para Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas 
dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I, kecuali dalil-dalil yang 
secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat 
dan Para Penggugat tetap pada dalil gugatan Para Penggugat dalam 
perkara ini; 
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b. Bahwa dalil jawaban Tergugat I pada angka 4,5, dan 6, menyatakan 
bahwa Penggugat I telah mengajukan restrukturisasi fasilitas 
pembiayaan awal dengan alasan usaha mengalami penurunan 
produksi sehingga berpengaruh terhadap perekonomian Penggugat 
I dan atas permohonan Penggugat I tersebut Tergugat I menyetujui 
dilakukan restrukturisasi dengan rincian:
72
 
1) No akad 1629/PP/APJB/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 
Maret 2014 dengan flafon Rp 46.900.000,- jangka waktu 45 
bulan dengan angsuran Rp 1.642.543,- per bulan yang akan 
jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi 
fasilitas No akad 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011; 
2) No akad 1630/PP/APJB/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 
Maret 2014 dengan flafon Rp 6.100.000,- jangka waktu 24 
bulan dengan angsuran Rp 328.587,- per bulan yang akan jatuh 
tempo tanggal 28 Maret 2016 dari restrukturisasi fasilitas No 
akad 1254/APJBM/AL MABRUR/XII/2013; 
3) No akad 1631/APJB/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 Maret 
2014 dengan flafon Rp 97.000.000,- jangka waktu 45 bulan 
dengan angsuran Rp 3.241.956,- per bulan yang akan jatuh 
tempo tanggal 28 Desember 2017 dari restrukturisasi fasilitas 
No akad 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013. 
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c. Bahwa dalil jawaban Tergugat I angka 7 yang menyatakan untuk 
menjamin 3 fasilitas pembiayaan restrukturisasi tersebut di atas 
Penggugat I dan Penggugat II telah setuju untuk menyerahkan 
agunan/jaminan kepada Tergugat I berupa 2 (dua) bidang tanah dan 
bangunan yang berdiri di atasnya (obyek sengketa) dengan rincian 
sebagai berikut:
73
 
1) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya 
dengan sertifikat Hak Miliki No. 1659, atas nama Muhammad 
Yusman Chamimi (Penggugat II) dengan luas 370 m2 yang 
terletak di Desa Ngawonggo, Kec. Ceper. Kab. Klaten; 
2) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya 
dengan sertifikat Hak Milik No. 1660, atas nama Muhammad 
Yusman Chamimi (Penggugat II) dengan luas 770 m2 yang 
terletak di Desa Ngawonggo, Kec. Ceper, Kab. Klaten. 
d. Bahwa dalil jawaban Tergugat I angka 8, 9, 10, dan 11 yang 
menyatakan dalam berjalannya waktu Penggugat I melakukan 
wanprestasi kepada Tergugat I tentang kewajibannya membayar 
angsuran setiap bulannya. Penggugat I tidak melaksanakan 
kewajibannya untuk melakukan angsurannya tiap bulan dan atas 
keadaan wanprestasi, Tergugat I telah memberikan pemberitahuan 
kepada Penggugat I maupun Penggugat II secara tertulis maupun 
lisan dan telah melakukan komunikasi kepada pihak Penggugat via 
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telepon maupun mendatangi rumah/tempat usaha pihak Penggugat, 
namun upaya tersebut tidak mendapatkan hasil dan Tergugat I 
menolak dengan tegas dalil Penggugat I dan Penggugat II tentang 
tindakan pendaftaran lelang agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta; 
Bahwa Penggugat II adalah sebagai penanggung/penjamin hutang 
Penggugat I kepada Tergugat I, dengan menjaminkan tanah dan 
bangunan obyek sengketa, sedangkan kedudukan sebagai 
penanggung/penjamin berdasarkan Pasal 1831 KUHPerdata “Si 
penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada Si berpiutang, 
selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang 
ini harus dahulu di sita dan dijual untuk melunasi utangnya” 
jelaslah dari ketentuan tersebut, bahwa tanggung jawab si 
penanggung merupakan suatu “cadangan” dalam halnya harta 
benda Penggugat I tidak mencukupi untuk membayar hutang, hal 
mana juga dijelaskan bahwa jaminan utama pokok hutang pada 
Bank adalah usaha debitur yang dibiayai oleh Tergugat I sedangkan 
jaminan berupa sertifikat (obyek sengketa) dan lain sebagainya 
merupakan jaminan tambahan. 
e. Bahwa Tergugat II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama 
proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama 
terhadap obyek sengketa, apabila ada permohonan perubahan balik 
nama ataupun pembebanan baik dari Tergugat I atau siapa pun 
55 
 
harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan 
hukum pasti/tetap (in kracht). 
3. Bukti Penggugat 
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I 
telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
74
 
a. Foto copy Surat undangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah 
Al-Mabrur Klaten (Tergugat I) kepada Penggugat I bertanggal 8 
September 2015 September 2015, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.1); 
b. Foto copy Surat pemberitahuan lelang barang jaminan dari PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari‟ah Al-Mabrur Klaten (Tergugat I) kepada 
Penggugat I bertanggal 10 Oktober  2015, telah dinasegelen dan 
telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.2); 
c. Foto copy laporan riwayat pembiayaan periode 28 Maret 2014 s/d 
Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syari‟ah Al-Mabrur Klaten, telah dinasegelen dan telah dicocokan 
dengan aslinya (bukti P.3); 
d. Foto copy lampiran laporan penilaian lelang, telah dinasegelen dan 
telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.4); 
e. Foto copy surat pemberitahuan hasil penilaian lelang, telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.5); 
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f. Foto copy surat pemberitahuan pendaftaran lelang agunan, telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.6); 
g. Foto copy sertifikat hak milik No. 1659, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.7); 
h. Foto copy sertifikat hak milik No. 1660, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.8).  
Bahwa berdasarkan deskripsi di atas, penulis menyimpulkan 
Penggugat yang semula mengalami penurunan usaha telah mengajukan 
Restrukturisasi dan telah disetujui oleh pihak Tergugat. Dan untuk 
menguatkan dilil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis 
sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, Penggugat tidak mengajukan bukti 
berupa saksi. 
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan 
Tingkat Banding. 
Bahwa untuk mengetahui memori Banding Penggugat/Pembanding, 
penulis mendeskripsikan pada pokok keberatan Penggugat/Pembanding. 
Adapun deskripsinya sebagai berikut:
75
 
1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Klaten 
Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2016 di dalam 
pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan keadaan Para 
Penggugat/Para Pembanding yang baru mengalami penurunan usaha atau 
bangkrut, dimana dipandang telah menunda pembayaran oleh Majelis 
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Hakim Tingkat Pertama dan diangap sebagai perbuatan dzalim dengan 
mencantukan dalil Al-Qur‟an Surat Al-Maidah ayat 1 yang intinya 
“Seorag yang beriman hendaknya menepati janji/akad yang dibuatnya”, 
hal ini bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Nomor:4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah yang mencantumkan 
dalil Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 280 yang pada pokoknya “Dan 
jika orang yang berhutang itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah ia 
tangguh sampai ia berkelapangan...” maka dengan demikian Para 
Pembanding/Para Penggugat diberikan kesempatan/keluangan untuk 
menunda pembayaran hutang kepada Terbanding I/Tergugat I; 
2. Bahwa berkenaan eksekusi yang dilakukan oleh Terbanding II/Tergugat 
II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) berdasarkan 
pendaftaran lelang atas agunan Para Pembanding/Para Penggugat yang 
dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I tidak sesuai dan tidak 
berdasarkan Pasal 224 HIR/258 RBg, sebagaimana telah diatur dalam 
Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; 
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan 
hukum, serta tidak cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya, 
semuanya hanya didasarkan asumsi tanpa dasar dan fakta yang 
sebenarnya, juga tidak dilandasi dengan fakta-fakta hukum yang 
terungkap berupa pengakuan dan alat-alat bukti secara menyeluruh, hal 
ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 
Tahun 1977. 
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Bahwa berdasarkan deskripsi pokok keberatan 
Penggugat/Pembanding di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
Penggugat/Pembanding keberatan atas putusan yang telah diberikan oleh 
Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menyatakan 
bahwa Penggugat/Pembanding telah melakukan wanprestasi, dan tidak 
mengabulkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan. 
Bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan perkara ini ke 
Pengadilan Tingkat Kasasi. 
Bahwa untuk mengetahui memori Kasasi 
Pengguat/Pembanding/Pemohon Kasasi, penulis mendeskripsikan pada alasan 
Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi. Adapun deskripsinya sebagai 
berikut:
76
 
1. Bahwa Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum 
(onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap; 
Menimbang bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT 
dalam Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya: “Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah janji-janji/akad-akad itu...” serta dalam hadits Nabi 
riwayat jama‟ah yang artinya: “menunda-nunda (pembayaran) yang 
dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”. 
Bahwa pertimbangan tersebut di atas sungguh tidak sesuai dengan 
keadaan Para Pemohon Kasasi pada saat ini baru mengalami penurunan 
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usaha atau bangkrut sehingga sesuai Fatwa DSN MUI Nomor:04/DSN-
MUI/2000 tanggal 1 April Masehi 2000 atau tanggal 28 Dzulhijah 1420 
Hijriyah telah dikutip firman Allah QS Al-Baqarah (2): 280 “Dan jika 
(orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia 
berkelapangan...”.Sehingga dengan demikian Para Pemohon Kasasi 
diberikan kesempatan untuk menunda pembayaran hutang kepada 
Termohon Kasasi I; 
2. Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 
Berkaitan dengan Tanah menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji, 
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 
obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut: 
Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 26 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996: “Selama belum ada peraturan perundang-
undnagan yang mengaturnya, dengan memperhaikan Pasal 14, peraturan 
mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-
undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan”, maka 
berdasarkan Pasal 224 HIR, 258 RBg, sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 
3. Bahwa Termohon Kasasi II dilibatkan di dalam perkara ini agar selama 
proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama 
terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada 
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permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk 
apapun baik Termohon Kasasi I atau siapa pun harap menunggu putusan 
perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (in kracht) dan 
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 45 
ayat 1 huruf e: “Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di 
Pengadilan”; 
4. Bahwa Judex Facti tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum 
(onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap terhadap alat-alat bukti yang 
terungkap, khususnya alat bukti surat, saksi-saksi, dan pengakuan; 
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini Judex Facti tidak cukup 
dalam mempertimbangkan, tidak dilandaskan pada fakta hukum yang 
terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara 
menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah 
merupakan kelalaian Judex Facti, maka putusan tersebut harus 
dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah 
Agung RI Nomor 14 Tahun 1977 yang menegaskan bahwa: “dengan 
tidak/kurang cukup mempertimbangkan hukum/alasan (onvoldoende 
gemotiveerd) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar 
dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain dan dengan begitu saja 
mudahnya memberikan penilaiannya bahwa hakim dengan sumier 
menyimpulkan secara sepihak yaitu hanya secara simpel terhadap hal-hal 
yang tersebutkan dalam formalitas semata (formeel wearheid) saja dan 
bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (feitelijk) dipandang sebagai 
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suatu kelalaian dalam beracara (vormverzium) yang mengakibatkan cacat 
hukum sehingga dapat dilibatkan (vernietigbaar) putusan pengadilan 
yang bersangkutan. 
Bahwa berdasarkan deskripsi alasan Penggugat/Pembanding/Pemohon 
Kasasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bahwa Majelis Hakim pada 
Pengadilan Tingkat Banding tidak cukup dalam memberikan 
pertimbangannya. Bahwa putusan yang menyatakan 
Penggugat/Pembadning/Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi 
tersebut tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat yang telah mengalami 
penurunan usaha. 
 
B. Duduk Perkara Versi Tergugat Pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, Dan Kasasi 
Bahwa untuk mengetahui duduk perkara versi Tergugat pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, penulis mendeskripsikan pada jawaban 
Tergugat, Duplik, dan Bukti Tergugat. Adapun deskripsinya sebagai berikut: 
1. Jawaban Tergugat 
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah 
menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 5 April 2016 sebagai 
berikut:
77
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a. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang 
dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya 
secara tegas oleh Tergugat I; 
b. Bahwa benar Penggugat I merupakan Nasabah Pembiayaan 
(Mura>bah}ah) PT. BPRS AL MABRUR Klaten yang mendapatkan 3 
(tiga) fasilitas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:
78
 
1) No akad : 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011 tanggal 21 
Desember 2011 dengan plafond awal Rp. 130.000.000,- jangka 
waktu 36 bulan, dengan angsuran Rp. 5.691.112,- per bulan , 
jatuh tempo tanggal  21 Desember 2014; 
2) No akad : 1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013 tanggal 15 
Maret 2013 dengan plafond awal Rp. 15.000.000,- jangka waktu 
18 bulan, dengan angsuran Rp. 1.058.334,- per bulan, jatuh 
tempo tanggal 15 September 2014; 
3) No akad : 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dengan plafond awal Rp. 100.000.000,- jangka 
waktu 36 bulan, dengan angsuran Rp. 4.177.778,- per bulan, 
jatuh tempo tanggal 23 Oktober 2016. 
Yang selanjutnya disebut sebagai................Fasilitas Pembiayaan 
Awal. 
c. Bahwa untuk menjamin 3 (tiga) Fasilitas Pembiayaan Awal tersebut 
di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah setuju untuk 
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menyerahkan agunan/jaminan kepada Tergugat I berupa 2 ( dua ) 
bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
rincian sebagai berikut:
79
 
1) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
Sertifikat Hak Milik No 1659 atas nama Muhammad Yusman 
Chamimi dengan luas 370 m
2 
yang terletak di Ds. Ngawonggo 
Kec. Ceper Kab. Klaten; 
2) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
Sertifikat Hak Milik No 1660 atas nama Muhammad Yusman 
Chamimi dengan luas 770 m
2 
yang terletak di Ds. Ngawonggo 
Kec. Ceper Kab. Klaten. 
Yang selanjutnya disebut sebagai.........................Obyek Sengketa. 
d. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, Penggugat I mengajukan 
permohonan restrukturisasi/penjadwalan ulang atas Fasilitas 
Pembiayaan Awal tersebut di atas dengan alasan bahwa usaha yang 
dijalankan Penggugat I mengalami penurunan produksi sehingga 
berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Penggugat I; 
e. Bahwa atas permohonan restrukturisasi/penjadwalan ulang yang 
diajukan oleh Penggugat I tersebut di atas, pihak Tergugat I 
menyetujui untuk dilakukannya proses restrukturisasi/penjadwalan 
ulang atas Fasilitas Pembiayaan Awal atas nama Penggugat I; 
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f. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014, pihak Penggugat I memperoleh 
fasilitas pembiayaan restrukturisasi  atas Fasilitas Pembiayaan Awal 
dengan rincian sebagai berikut:
80
 
1) No akad : 1629/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 
Maret 2014 dengan plafond Rp. 46.900.00,- jangka waktu 45 
bulan dengan angsuran Rp. 1.642.543,- per bulan yang akan 
jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017, sebagai akad 
restrukturisasi/ penjadwalan ulang atas fasilitas akad awal no : 
789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011; 
2) No akad : 1630/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 
Maret 2014 dengan plafond Rp. 6.100.000,- jangka waktu 24 
bulan dengan angsuran Rp. 328.587,- per bulan yang sudah 
jatuh tempo tanggal 28 Maret 2016, sebagai akad restrukturisasi/ 
penjadwalan ulang atas fasilitas akad awal no : 
1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013; 
3) No akad : 1631/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014 tanggal 28 
Maret 2014 dengan plafond Rp. 97.000.000,- jangka waktu 45 
bulan dengan angsuran Rp. 3.241.956,- per bulan yang akan 
jatuh tempo tanggal 28 Desember 2017, sebagai a akad 
restrukturisasi/ penjadwalan ulang atas fasilitas akad awal no : 
1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013. 
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Yang selanjutnya disebut sebagai...............Fasilitas Pembiayaan 
Restrukturisasi; 
g. Bahwa untuk menjamin 3 (tiga) Fasilitas Pembiayaan Restrukturisasi 
tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II telah setuju untuk 
menyerahkan agunan/jaminan kepada Tergugat I berupa 2 (dua) 
bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
rincian sebagai berikut;
81
 
1) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
Sertifikat Hak Milik No 1659 atas nama Muhammad Yusman 
Chamimi dengan luas 370 m
2 
yang terletak di Ds. Ngawonggo 
Kec. Ceper Kab. Klaten; 
2) Sebidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan 
Sertifikat Hak Milik No 1660 atas nama Muhammad Yusman 
Chamimi dengan luas 770 m
2 
yang terletak di Ds. Ngawonggo 
Kec. Ceper Kab. Klaten. 
Yang selanjutnya disebut sebagai.........................Obyek Sengketa. 
h. Bahwa dalam berjalannya waktu, Penggugat I melakukan wan-
prestasi  kepada Tergugat I tentang pembayaran kewajiban/angsuran 
tiap bulannya. Penggugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk 
melakukan pembayaran angsuran tiap bulan (terdapat tunggakan atau 
keterlambatan pembayaran angsuran); 
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i. Bahwa atas keadaan wan-prestasi Penggugat I tersebut, Tergugat I 
telah memberikan pemberitahuan kepada Penggugat I maupun 
Penggugat II secara tertulis maupun secara lisan. Tergugat I telah 
berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Penggugat 
dengan cara menghubungi via handphone/telefon maupun dengan 
mendatangi langsung ke rumah/tempat usaha Penggugat I dan 
Penggugat II namun upaya tersebut tidak memperoleh hasil karena 
pihak Penggugat sulit untuk ditemui dan terkesan menghindar untuk 
bertemu dengan Tergugat I; 
j. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat I yang 
menyatakan bahwa Tergugat I tidak memberikan kelonggaran waktu 
kepada Penggugat I untuk menyelesaikan sebagian maupun seluruh 
kewajiban Penggugat I, hingga bulan ini menurut catatan/laporan  
riwayat pembiayaan Penggugat I tidak melakukan pembayaran 
angsuran sebanyak 12X namun Tergugat I masih memberikan 
kelonggaran dalam penagihan terhadap Penggugat I. Penggugat I 
juga terkesan tertutup memberikan keterangan tentang kondisi usaha/ 
perekonomiannya; 
k. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat I dan 
Penggugat II yang menyatakan bahwa tindakan pendaftaran lelang 
agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surakarta tidak prosedural, Penggugat I dan Penggugat II 
telah diberikan Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan I, Surat 
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Peringatan II, Surat Peringatan III, Surat Pemberitahuan Lelang 
Agunan, Surat Pemberitahuan Hasil Apreisal dan Surat Keterangan 
Pendaftaran Lelang Agunan. Tergugat I telah menempuh berbagai 
cara untuk dapat berkomunikasi dengan Penggugat I perihal 
penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama Penggugat I di PT. 
BPR Syari‟ah Al Mabrur Klaten baik dengan cara menemui 
langsung ke rumah atau tempat usaha Penggugat I maupun dengan 
cara pemanggilan melalui surat undangan kepada Penggugat I untuk 
hadir ke Kantor PT. BPR Syari‟ah Al Mabrur Klaten untuk 
membahas penyelesaian pembiayaan atas nama Penggugat I. Namun 
upaya Tergugat I tersebut tidak mendapatkan perhatian dari 
Penggugat I dan terkesan Penggugat I mengulur-ulur waktu untuk 
menyelesaikan maupun membicarakan penyelesaian pembiayaan 
bermasalah atas nama Penggugat I di PT. BPR Syari‟ah Al Mabrur 
Klaten; 
l. Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : “Apabila debitor cidera 
janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 
menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 
penjualan tersebut”. Dalam hal ini, Tergugat I sebagai pemegang 
Hak Tanggungan pertama berhak menjual obyek Hak Tanggungan 
atas kekuasaan sendiri tanpa perlu ada persetujuan Pemberi Hak 
68 
 
Tanggungan dalam hal ini Penggugat. Meski demikian, Tergugat I 
tetap memberikan informasi terkait dengan semua proses lelang 
jaminan yang diagunkan Penggugat I di PT. BPR Syari‟ah Al 
Mabrur Klaten dari pemberian surat-surat peringatan , proses 
penilaian ulang jaminan ( re – apresial ) maupun proses pendaftaran 
lelang agunan. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis 
Hakim dalam Perkara No. 0275/Pdt.G/2016/PA.KLT untuk memeriksa 
dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
82
 
I. PRIMAIR 
1. Menolak dalil/ gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk 
seluruhnya; 
2. Menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah 
melakukan wanprestasi atas Fasilitas Pembiayaan 
Restrukturisasi tersebut di atas; 
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk melunasi 
semua sisa kewajiban di PT. BPRS AL MABRUR KLATEN; 
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I mempunyai 
wewenang untuk melakukan proses pendaftaran lelang atas 
Obyek Sengketa tersebut di atas; 
5. Menghukum Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara 
yang timbul dalam perkara ini. 
                                                          
82
 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Klt...,  hlm. 12.  
69 
 
II. SUBSIDAIR 
Apabila yang terhormat Majelis Hakim dalam perkara 
No.0275/Pdt.G/2016/PA.KLT berpendapat lain, mohon untuk 
putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (Ex 
aequo et bono). 
2. Duplik Tergugat 
Dalam pokok perkara:
83
 
a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang 
diajukan Para Penggugat dalam Repliknya pada tanggal 4 Mei 2016 
kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I; 
b. Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana seperti 
yang telah Tergugat I samapaikan dalam Jawaban Tergugat; 
c. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil Replik Para Penggugat 
point 3 yang menyatakan “bahwa Penggugat II tidak pernah 
memberikan persetujuan untuk obyek sengketa dijadikan jaminan 
dalam fasilitas pembiayaan restrukturisasi Penggugat I sehingga 
fasilitas pembiayaan restrukturisasi tersebut cacat hukum karena 
tidak mendapatkan persetujuan dari Penggugat II selaku pemilik 
jaminan (obyek sengketa)”. Pada kenyataannya Penggugat II ikut 
serta menandatangani baik akad fasilitas pembiayaan awal maupun 
akad fasilitas pembiayaan restrukturisasi sebagai bentuk persetujuan 
untuk mengikatkan diri bersama Penggugat I terkait dengan 
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penyerahan obyek sengketa untuk dijadikan agunan/jaminan 
sehingga Penggugat II memahami sepenuhnya segala sesuatu yang 
akan menjadi akibat hukum setelah Para Penggugat menandatangani 
fasilitas pembiayaan restrukturisasi; 
d. Bahwa Penggugat II baik di dalam akad fasilitias  pembiayaan awal 
maupun akad fasilitas pembiayaan restrukturisasi berkedudukan 
sebagai pemilik jaminan pada dasarnya ikut serta bertanggungjawab 
atas kelancaran pembayaran angsuran/pembayaran kewajiban 
Penggugat I kepada Tergugat I, karena Penggugat II ikut serta 
menyetujui perjanjian pembiayaan dan secara sadar Penggugat II 
mengetahui segala konsekuensi dari kelalaian pembayaran 
kewajiban Penggugat I kepada Tergugat I. 
3. Bukti Tergugat 
Bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya 
telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
84
 
a. Foto copy Akad no: 789/APJBM/AL MABRUR/XII/2011(bukti T-
1a), Akad no: 1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013 (bukti T-1b) 
dan Akad no: 1470/APJBM/AL MABRUR/X/2013(bukti T-1c) telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya; 
b. Foto copy sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No: 
1417/2012 untuk Sertifikat Hak Milik No: 1659atas nama 
Muhammad Yusman Chamimi(bukti T-2a) dan SHT Peringkat 
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Kedua No: 5910/2013 untuk Sertifikat Hak Milik No: 1660 atas 
nama Muhammad Yusman Chamimi(bukti T-2b) telah dinasegelen 
dan telah dicocokan dengan aslinya; 
c. Foto copy Permohonan Restrukturisasi atas nama Santoso Budi 
Raharjo telah dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya(bukti 
T-3); 
d. Foto copy Akad no: 1629/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014(bukti 
T-4a),Akad no: 1630/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014(buktiT-4b) 
dan Akad no:1631/PP/APJBM/AL MABRUR/III/2014(bukti T-4c) 
telah dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya; 
e. Foto copy Laporan riwayat pembiayaan dengan plafond Rp.   
6.100.000,- (bukti T-5a), Laporan riwayat pembiayaan dengan 
plafond Rp. 97.000.000,- (bukti T-5b) dan Laporan riwayat 
pembiayaan dengan plafond Rp. 46.900.000,- (bukti T-5c) telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya; 
Bahwa berdasarkan deskripsi di atas penulis menyimpulkan, Tergugat 
dalam menguatkan dilil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis 
sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi, Tergugat tidak mengajukan bukti 
berupa saksi 
Bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding atau masing-masing 
kuasanya tidak menyerahkan kontra memori Banding, sebagaimana dalam 
Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding yang dikeluarkan 
oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, tanggal 9 Oktober 2016. 
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Bahwa selanjutnya Tergugat/Terbanding tidak mengajukan 
jawaban/kontra memori Kasasi sebagaimana Surat Keterangan Panitera 
Pengadilan Agama Klaten tanggal 3 Mei 2017. 
 
C. Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Pada Pengadilan Tingkat 
Pertama, Banding, Dan Kasasi 
1. Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Pada Pengadilan Tingkat 
Pertama 
Bahwa terhadap fakta deskripsi pada perkara tersebut, Pengadilan 
Tingkat Pertama memberikan putusan: 
Mengadili,
85
 
Dalam Provisi: 
a. Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima; 
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah). 
Dalam Pokok Perkara 
Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 
Bahwa selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan tersebut pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
penulis mendeskripsikanya sebagai berikut:
86
 
 
 
                                                          
85
 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt..., hlm. 23.  
86
 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0275/Pdt.G/2016/PA.Klt...,  hlm. 14-23. 
73 
 
Dalam provisi 
Menimbang,  bahwa  Penggugat dalam surat gugatanya telah 
mengajukan permohonan provisi kepada Pengadilan Agama Klaten agar 
menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan 
penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, 
dengan menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan 
hukum pasti/tetap;
87
 
Menimbang,  bahwa  atas hal tersebut Majelis 
mempertimbangkanya sebagai berikut:
88
 
1) Bahwa putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan yaitu 
permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan 
tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum 
putusan akhir dijatuhkan; 
2) Bahwa putusan provisi di dalam perdata, hanya dapat dilakukan oleh 
hakim tingkat pertama dan tidak dapat diajukan kepada pengadilan 
tingkat banding. Jadi ada batasan-batasan karena sifat sementara 
putusan ini, maka tidak diperkenankan permohonan provisis ini 
justru mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok 
perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang 
dari tuntutan pokok; 
3) Bahwa permohonan provisi Penggugat kepada Pengadilan Agama 
Klaten agar menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk 
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menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi 
obyek sengketa merupakan permasalahan yang sudah masuk kepada 
pokok perkara; 
4) Bahwa oleh karenanya permohonan provisi Penggugat harus 
dinyatakan tidak dapat diterima. 
Dalam pokok perkara 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana telah diuraikan di atas;
89
 
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I 
telah melakukan perbuatan melawan hukum mengenai pendaftaran lelang 
agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Surakarta atas harta Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat 
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah 
ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II;
90
 
Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam jawabannya telah 
membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat; 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara 
ini adalah:
91
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1) Apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum? 
2) Apakah pendaftaran lelang agunan ke Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta harus melalui penetapan 
Pengadilan? 
3) Apakah Penggugat I telah melakukan wanprestasi? 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik 
dan bukti-bukti Penggugat I serta Tergugat I, Majelis Hakim telah 
menemukan fakta sebagai berikut:
92
 
1) Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I telah melakukan perjanjian 
(Akad Mura>bah}ah) pada tanggal 21 Desember 2011 dengan 3 (tiga) 
akad, yaitu Akad Mura>bah}ah No. 789/APJBM/AL 
MABRUR/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011(bukti T.1a), Akad 
Mura>bah}ah No. 1254/APJBM/AL MABRUR/III/2013, tanggal 15 
Maret 2013 (bukti T.1b), dan Akad Mura>bah}ah No. 
1470/APJBM/AL MABRUR/III/2013, tanggal 23 Oktober 2013 
(bukti T.1c); 
2) Bahwa obyek sengketa antara para Penggugat  dengan Tergugat I 
berupa:
93
 
a) Sebidang tanah bangunan seluas 370 m2, yang terletak di  
Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, 
SHM No. 1659 atas nama Muhammad Yusman Chamimi 
(sesuai bukti P.7); 
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b) Sebidang tanah bangunan seluas 770 m2, yang terletak di  Desa 
Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, SHM No. 
1660 atas nama Muhammad Yusman Chamimi (sesuai bukti 
P.8); 
3) Bahwa atas 2 (dua) obyek sengketa tersebut telah diterbitkan 
sertifikat hak tanggungan atas nama pemegang hak tanggungan 
peringkat pertama PT. BPRS Al Mabrur Klaten No. 1417/2012, 
tanggal 10 April 2012, sebagai jaminan pelunasan piutang sejumlah 
Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan No. 
5910/2013 tanggal 28 Nopember 2013, sebagai jaminan pelunasan 
piutang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) 
sesuai bukti T.2a dan T.2b; 
4) Bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I telah melakukan perjanjian 
restrukturisasi (penjadwalan ulang) pada tanggal 28 Maret 2014 
dengan 3 (tiga) akad sesuai bukti T.4a T. 4b dan T.4c; 
5) Bahwa Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban 
angsuran setiap bulan kepada Tergugat I selama 12 (dua belas) 
angsuran sesuai bukti T.5a T. 5b dan T.5c; 
6) Bahwa Tergugat I telah melakukan teguran baik secara lisan maupun 
tertulis kepada Penggugat I (sesuai bukti P.1); 
7) Bahwa Tergugat I telah melakukan pendaftaran lelang agunan ke 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta 
77 
 
atas harta Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 19 Januari 
2016 (sesuai bukti P.6); 
Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan 
melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan 
oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi 
orang lain;
94
 
Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah 
melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat ada 
perbuatanya, perbuatan tersebut harus melawan hukum, ada kerugian 
bagi korban, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan 
hukum dengan kerugian dan adanya kesalahan;
95
 
Menimbang, bahwa penerapan unsur/syarat perbuatan melawan 
hukum haruslah bersifat kumulatif dan bukan alternatif;
96
 
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T. 4 a, b dan c 
merupakan akta di bawah tangan yag diakui kebenaranya, isi alat bukti 
tersebut menjelaskan mengenai akad fasilitas pembiayaan restrukturisas 
dan dihubungkan dengan bukti P.1 berupa surat peringatan a/n Santoso 
Budi Raharjo, Nomor Rem.144/SPg /ALMABRUR/IX/2015, tanggal 8 
September 2015, yang dikeluarkan oleh PT. BPRS Al Mabrur Klaten, 
maka majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah memberikan 
tangguhan waktu kepada Penggugat I dengan jalan memberikan fasilitas 
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pembiayaan restrukturisas  dan surat peringatan sesuai dengan Firman 
Allah SWT yang artinya “...dan jika orang yang berhutang itu dalam 
kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan”, namun 
Penggugat I tidak pernah datang untuk memenuhi surat panggilan 
tersebut;
97
           
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.5 a, b dan c 
(Laporan riwayat pembiayaan), sampai pada saat sekarang tidak 
dilakukan lagi cicilan hutang tersebut oleh Penggugat I, oleh karena itu 
Majelis berpendapat bahwa telah ternyata terbukti terjadi kemacetan 
dalam pembayaran hutang dari pihak Penggugat I (debitur) kepada pihak 
Tergugat I (kreditur) yang mengakibatkan ingkar janji (wanprestasi) 
dalam pembayaran angsuran cicilan hutang yang sudah disepakati dalam 
surat perjanjian/akad pembiayaan mura>bah}ah sejumlah Rp.7.759.22, 
(tujuh juta tujuh ratus lima puluh embilan ribu tujuh ratus dua puluh dua 
rupiah) setiap bulannya, sebagaimana termuat dalam akad/perjanjian 
pembiayaan murabahah dengan waktu angsuran/cicilan hutang selama 20 
bulan;
98
 
Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan 
mura>bah}ah kedua belah pihak yakni pihak Penggugat (debitur) dengan 
pihak Tergugat I (kreditur) telah membuat kesepakatan dalam 
perjanjian/akad tersebut sesuai dengan bukti (T. 1 a,b,c dan T.4 a,b,c ), 
maka dengan adanya kesepakatan tersebut majelis berpendapat bahwa 
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kedua belah pihak secara langsung telah mengikatkan diri dengan bunyi 
perjanjian tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi 
:“Semua perjanjianyang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya”. “Suatu perjanjian tidak apat 
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. 
“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”;99 
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yaitu tentang 
akad/perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak 
Tergugat I (kreditur) dengan Penggugat I (debitur), maka majelis 
berpendapat bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang mura>bah}ah yang 
telah terpenuhi oleh Penggugat I dengan Tergugat I untuk dijadikan 
sebagai pedoman oleh Bank Syariah;
100
 
Menimbang, bahwa dalam akad/perjanjian pembiayaan 
Murabahah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana 
terdapat pada Pasal 2 telah tercantum tentang jumlah pembiayaan, 
kemudian dalam Pasal 9 tentang peristiwa cedera janji karena para 
Penggugat I (debitur) lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga 
akibat cedera janji tersebut pihak Tergugat I (kreditur) berwenang 
menarik semua jaminan baik yang berada di bawah penguasaan pihak 
para Penggugat I (debitur) maupun yang berada pada pihak lain 
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(Penggugat II) dan berhak juga menjual berdasarkan patokan harga pasar 
yang berlaku dengan cara lelang dan apabila harga jual melebihi dari 
jumlah hutang Penggugat I (debitur), maka Tergugat I (kreditur) 
berkewajiban untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat I sejumlah 
kelebihan uang dari jumlah hutang tersebut kepada para Penggugat I 
secara tunai, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa akad/perjanjian 
pembiayaan murabahah tersebut telah memenuhi syarat dan rukun 
sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 s/d Pasal 25 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 KUHPerdata;
101
 
Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum dalam 
perjanjian pembiayaan murabahah, maka Majelis dapat menilai bahwa 
Penggugat I sebagai pihak debitur telah melanggar perjanjian/akad yang 
telah disepakatinya bersama pihak Tergugat I (kreditur) serta tidak lagi 
melaksanakan atau membayar cicilan hutang tersebut sampai sekarang;
102
 
Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan firman Allah 
SWT dalam surah al-Maidah ayat 1 yang artinya : “ Hai orang-orang 
yang beriman, penuhilah janji-janji/akad-akad itu....”serta dalam hadis 
Nabi riwayat Jama‟ah yang artinya : “Menunda-nunda (pembayaran) 
yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman.....”;103 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka Tergugat I (debitur) dapat menjual jaminan hutang 
yang tersebut di atas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai 
maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme 
lelang di depan umum pada kantor lelang negara;
104
 
Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat ang menyatakan jatuh 
tempo pelunasan terhitung sejak tanggal 28 Desember 2017 (sesuai akad 
restrukturisasi), sehingga penggugat belum cidera janji, majelis 
mempertimbangkan bahwa Penggugat I telah tidak melaksanakan 
pembayaran atas kewajiban angsuran setiap bulan kepada Tergugat I 
selama 12 (dua belas) kali angsuran (sesuai bukti T.5 a,b dan c) dan 
Tergugat I telah melakukan teguran baik secara lisan maupun tertulis 
kepada Penggugat I , akan tetapi Penggugat I tidak pernah menunjukan 
i‟tikad baiknya;105 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Penggugat I tidak 
mampu membuktikan satu pun unsur perbuatan melawan hukum yang 
telah dilakukan oleh Tergugat I, oleh karenanya dalil Tergugat I telah 
melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat harus 
dinyatakan ditolak;
106
 
Menimbang, bahwa terhadap dalil pelaksanaan eksekusi lelang 
hak tanggungan atas objek sengketa harus dilakukan berdasarkan 
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Penetapan Ketua Pengadilan, majelis mempertimbangkan bahwa 
berdasarkan bukti T.1a,b dan c, T.2 a dan b harus dinyatakan terbukti 
bahwa antara Penggugat I dan Tergugat I telah dilakukan perjanjian 
(akad mura>bah}ah) pada tanggal 21 Desember 2011 dengan 3 (tiga) akad 
dan bahwa Penggugat I telah menyerahkan jaminan 2 (dua) bidang tanah 
dan bangunan kepada Tergugat I berdasarkan akta hak pemberian 
tanggungan pada tanggal 20 Maret 2012;
107
 
Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah menegaskan bahwa apabila debitor cidera janji, 
pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual 
obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum 
serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
108
 
Menimbang, bahwa Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
menegaskan bahwa semua akad yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
nash syari‟ah bagi mereka yang mengadakan akad;109 
Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa 
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya;
110
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Menimbang, bahwa Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
menegaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila  
karena kesalahanya tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk 
melakukanya;
111
 
Menimbang, bahwa (sesuai bukti T.1 a, b dan c) dalam Pasal 9 
akad murabahah antara Penggugat I dengan Tergugat I dinyatakan bahwa 
apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran karena suatu hal atau 
peristiwa tersebut dalam pasal 6 akad ini, maka BPRS Al Mabrur Klaten 
(Tergugat I) berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan 
tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan 
barang jaminan digunakan BPRS Al Mabrur Klaten untuk 
membayar/melunasi kewajiban nasabah kepada BPRS Al Mabrur 
Klaten;
112
 
Menimbang, bahwa tentang permohonan sita persamaan yang 
telah diajukan oleh para Penggugat, oleh karena tidak cukup beralasan, 
maka haruslah dinyatakan ditolak.
113
 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis 
Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat I tidak mampu membuktikan 
satu pun unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh 
Tergugat I, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan dalil Tergugat I 
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telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat 
harus dinyatakan ditolak;
114
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak 
seluruhnya.
115
 
Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena Pengugat 
dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Penggugat 
dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.
116
 
Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara‟ yang berkaitan dengan 
perkara ini.
117
 
Bahwa beradasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan putusan gugatan 
Penggugat ditolak seluruhnya, penulis menyimpulkan bahwa pada 
dasarnya Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi baik pada 
fasilitas pembiayaan awal maupun pada fasilitas pembiayaan 
Restrukturisasi hal ini sebagaimana bukti tertulis yang telah diajukan 
oleh Tergugat. Dan untuk dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 
telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang 
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agunan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur telah 
dilakukannya perbuatan melawan hukum. 
2. Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Pada Pengadilan Tingkat 
Banding 
Bahwa selanjutnya terhadap fakta deskripsi pada kontra memori 
Banding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding memberikan 
putusan: 
Mengadili,
118
 
a. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima; 
b. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klaten 
Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2016 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1437 Hijriyah; 
c. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 
tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu 
rupiah). 
Bahwa selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan putusan tersebut pada Pengadilan Tingkat 
Banding, penulis mendeskripsikanya sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Para 
Pembanding di atas sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya 
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tanggal 25 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan 
pertimbangan sebagai berikut:
119
 
Putusan Pengadilan Agama Klaten 
Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2016 Masehi yang 
dalam amarnya: 
Dalam Provisi: 
Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima; 
Dalam Pokok Perkara: 
1) Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya; 
2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 
606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah); 
Dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah 
tepat dan benar, oleh karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;
120
 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak 
melihat dan tidak mendapatkan adanya bukti terhadap adanya Perbuatan 
Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para 
Tergugat, hal ini berdasarkan kenyataan di dalam proses pemeriksaan di 
persidangan, Para Pembanding yang semula adalah Para Penggugat telah 
melakukan wanprestasi atau cidera janji (melakukan keterlambatan 
pembayaran) terhadap Terbanding/Tergugat I atas akad yang dibuat, 
yatu:
121
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1) Akad Mura>bah}ah Nomor:789/APJBM/Al Mabrur/XII/2011 Tanggal 
21 Desember 2011; 
2) Akad Mura>bah}ah Nomor:1254/APJBM/Al Mabrur/III/2013 Tanggal 
15 Maret 2013; 
3) Akad Mura>bah}ah Nomor:1470/APJBM/Al Mabrur/X/2013 Tanggal 
23 Oktober 2013. 
Menimbang, bahwa atas keterlambatan pembayaran dari Para 
Pembanding/Para Penggugat oleh Terbanding I/Tergugat I berdasarkan 
kesepakatan telah dilakukan solusi/jalan keluar melalui Restrukturisasi 
dengan keluarnya:
122
 
1) Akad Perubahan Pembiayaan Mura>bah}ah 
Nomor:1630/PP/APJBM/Al Mabrur/III/2014 Tanggal 29 Maret 
2014; 
2) Akad Perubahan Pembiayaan Mura>bah}ah 
Nomor:1631/PP/APJBM/Al Mabrur/III/2014 Tanggal 29 Maret 
2014; 
3) Akad Perubahan Pembiayaan Mura>bah}ah 
Nomor:1629/PP/APJBM/Al Mabrur/III/2014 Tanggal 29 Maret 
2014. 
Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat tidak 
melakukan atau melaksanakan kesepakatan dengan baik, bahkan dapat 
dikatakan telah lalai terhadap kesepakatan yang dibuat melalui 
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restrukturisasi 3 (tiga) akad perubahan pembiayaan murabahah di atas, 
oleh karenanya patut diduga Para Pembanding/Para Penggugat kurang 
mempunyai itikad baik/tidak mempunyai itikad untuk melaksanakan 
akad yang dibuat bersama dengan baik. Oleh karenanya sudah tepat dan 
benar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim 
Tingkat Pertama;
123
 
Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat telah 
melakukan wanprestasi dalam bentuk memenuhi prestasi/pembayaran 
tetapi tidak tepat waktu dan atau melakukan apa yang diperjanjikan akan 
tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, maka sebagaimana diatur 
dalam Pasal 1238 KUHPerdata, pihak Para Pembanding/Para Penggugat 
harus dinyatakan lalai dan harus dikenakan sanksi dengan membayar 
kerugian yang diderita oleh Terbanding I/Tergugat I sebagai peralihan 
risiko dengan melakukan tindakan pendaftaran lelang agunan/jaminan 
secara prosedural, untuk melunasi semua sisa kewajiban Penggugat I di 
PT BPRS Al-Mabrur Klaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian keempat Pasal 36 Pasal 38 Huruf 
C Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya;
124
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis 
Hakim Tingkat Banding berpendapat Para Pembanding/Para Penggugat 
telah terbukti melakukan wanprestasi atas akad-akad yang dibuat 
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bersama dengan pihak Terbanding I/Tergugat I, oleh karenanya gugatan 
untuk menyatakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat 
II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan 
oleh Para Penggugat, maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim 
Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat 
seluruhnya;
125
 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim 
Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas dan pertimbangan 
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Majelis Hakim 
Tingkat Banding sebagai pertimbangannya untuk memutus perkara a 
quo, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan;
126
 
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para 
Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR 
kepada Para Pembanding/Para Penggugat dihukum untuk membayar 
biaya perkara ini;
127
 
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku 
serta hukum syara‟ yang berkaitan dengan perkara ini;128 
Bahwa beradasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Tingkat Banding telah memberikan putusan menguatkan 
putusan Pengadilan Tingkat Pertama, penulis menyimpulkan bahwa  
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pada dasarnya Penggugat/Pembanding terbukti telah melakukan 
wanprestasi baik pada fasilitas pembiayaan awal maupun pada fasilitas 
pembiayaan Restrukturisasi hal ini sebagaimana bukti tertulis yang telah 
diajukan oleh Tergugat/Terbanding. Sehingga dalil 
Penggugat/Pembanding yang menyatakan Tergugat/Termohon talah 
melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan 
harus dikesampingkan. 
3. Amar Putusan Dan Pertimbangan Hukum Pada Pengadilan Tingkat 
Kasasi 
Bahwa selanjutnya terhadap fakta deskripsi pada alasan-alasan 
Kasasi tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Kasasi memberikan putusan: 
Mengadili,
129
 
a. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; 
b. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara 
dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah). 
Bahwa selanjutnya untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan putusan tersebut pada Pengadilan Tingkat 
Kasasi, penulis mendeskripsikannya sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas 
dan setelah membaca jawaban/kontra memori kasasi dan putusan Judex 
Facti, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
130
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Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5; 
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 
Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam 
menerapkan hukum dengam pertimbangan sebagai berikut:
131
 
Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil 
gugatannya bahwa Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding 
semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, 
bahkan sebaliknya Para Termohon Kasasi berhasil membuktikan dalil-
dalil bantahannya, dimana Para Pemohon Kasasi telah melakukan 
wanprestasi dalam pelaksanaan akad, maka sesuai Pasal 1238 
KUHPerdata Para Pemohon Kasasi dinyatakan lalai dan harus membayar 
kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi sebagaimana telah diatur 
dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian Keempat Pasal 
36 jo Pasal 38 Huruf c tentang Ingkar Janji dan Sanksinya;
132
 
Bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi telah terbukti 
melakukan wanprestasi dan tidak terbukti Para Termohon Kasasi telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah tepat dan benar 
putusan Judex Facti yang menolak gugatan Para Pemohon Kasasi 
seluruhnya.
133
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula 
ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam 
perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, 
maka permohonan kasasi ini harus ditolak.
134
 
Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi dari Pemohon 
Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 181 HIR, maka Para Pemohon Kasasi 
dihukum untuk membayar perkara dalam tingkat kasasi.
135
 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 1989 
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain 
yang bersangkutan.
136
 
Bahwa beradasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim 
Pengadilan Tingkat Kasasi telah memberikan putusan ditolaknya 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, penulis menyimpulkan bahwa 
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi telah sependapat dengan 
putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertam dan Banding yang 
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menyatakan Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi baik pada 
fasilitas pembiayaan awal maupun pada fasilitas pembiayaan 
Restrukturisasi hal ini sebagaimana bukti tertulis yang telah diajukan 
oleh Tergugat. Dan untuk dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat 
telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang 
agunan, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur telah 
dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.. 
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BAB IV 
ANALISIS PUTUSAN PERKARA EKONOMI SYARIAH 
NO.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt TENTANG PERBUATAN MELAWAN 
HUKUM ATAS PENDAFTARAN LELANG AGUNAN PERSPEKTIF 
FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 
 
A. Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan putusan 
pada perkara ekonomi syariah No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tentang 
perbuatan melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan baik pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi  
Bagi Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang 
dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan 
hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah 
peristiwanya.
137
 Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan 
mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.
138
 Berikut penulis akan 
memaparkan dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam memberikan 
putusan No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt pada Pengadilan Tingkat Pertama, 
Banding, dan Kasasi.  
1. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pada Pengadilan Tingkat 
Pertama 
Pada perkara No.0275/Pdt.G/PA.Klt sebagaimana yang terdapat 
dalam tuntutan Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 10 
Februari 2016. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili 
perkara tersebut memberikan putusan yang pada pokok intinya adalah 
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gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, karena pada dasarnya Penggugat 
telah terbukti melakukan wanprestasi baik pada fasilitas pembiayaan 
awal maupun pada fasilitas pembiayaan Restrukturisasi hal ini 
sebagaimana bukti tertulis yang telah diajukan oleh Tergugat. Adapun 
rincian fasilitas pembiayaan awalnya pada tanggal 21 Desember 2011 
sebagaimana terdapat pada salinan putusan pada Pengadilan Tingkat 
Pertama.
139
 
Selanjutnya berdasarkan kesepakatan telah dilakukan solusi/jalan 
keluar melalui Restrukturisasi pada tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana 
terdapat pada salinan putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama.
140
 
Adapun untuk dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum, Penggugat tidak dapat 
membuktikan dalil tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Penggugat 
telah mengajukan bukti tertulis berupa:
141
 
i. Foto copy Surat undangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah 
Al-Mabrur Klaten (Tergugat I) kepada Penggugat I bertanggal 8 
September 2015 September 2015, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.1); 
j. Foto copy Surat pemberitahuan lelang barang jaminan dari PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari‟ah Al-Mabrur Klaten (Tergugat I) kepada 
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Penggugat I bertanggal 10 Oktober  2015, telah dinasegelen dan 
telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.2); 
k. Foto copy laporan riwayat pembiayaan periode 28 Maret 2014 s/d 
Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat 
Syari‟ah Al-Mabrur Klaten, telah dinasegelen dan telah dicocokan 
dengan aslinya (bukti P.3); 
l. Foto copy lampiran laporan penilaian lelang, telah dinasegelen dan 
telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.4); 
m. Foto copy surat pemberitahuan hasil penilaian lelang, telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.5); 
n. Foto copy surat pemberitahuan pendaftaran lelang agunan, telah 
dinasegelen dan telah dicocokan dengan aslinya (bukti P.6); 
o. Foto copy sertifikat hak milik No. 1659, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.7); 
p. Foto copy sertifikat hak milik No. 1660, telah dinasegelen dan telah 
dicocokan dengan aslinya (bukti P.8).  
Bahwa sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, Majelis Hakim 
dalam membuktikan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan 
hukum mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: 
“Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum 
97 
 
yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan 
kerugian bagi orang lain”.142 
Berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat 
sebagaimana tersebut di atas, Pengugat mengajukan bukti P.7 dan bukti 
P.8 berupa akta otentik Sertifikat Hak Milik atas jaminan agunan, tetapi 
bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan bukti T.2a dan bukti 
T.2b berupa akta otentik Sertifikat Hak Tanggungan Pertama. Disamping 
itu, dengan adanya bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, dan bukti P.5 menurut 
penulis justru hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan 
perbuatan melawan hukum melainkan merupakan iktikad baik Tergugat 
karena telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Penggugat 
berkaitan dengan pendaftaran lelang agunan. Artinya, dalam hal ini bukti 
tertulis yang diajukan oleh Penggugat tidak menunjukkan adanya unsur-
unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tindakan pendafatran lelang 
agunan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang mengaturnya. 
Disamping itu, perbuatan melawan hukum tidak serta merta dapat terjadi 
ataupun dituduhkan kepada seseorang. Akan tetapi, perbuatan melawan 
hukum sebagaimana dimaksud mesti memenuhi unsur-unsur berupa ada 
perbuatan, ada kesalahan, ada kerugian, dan sebab-sebabnya atau alasan 
bahkan unsur-unsur tersebut haruslah bersifat kumulatif.  
Selanjutnya sebagaimana uraian pada bab sebelumnya untuk 
menyatakan Penggugat telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim 
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memprtimbangkan dengan bukti tertulis yang telah diajukan oleh 
Tergugat, yaitu Bukti T.5a, T.5b, dan T.5c yang berupa akta di bawah 
tangan, yaitu laporan riwayat pembiayaan antara Penggugat I dengan 
Tergugat I yang telah memenuhi syarat formal dan isinya telah diakui 
oleh Penggugat I. Yang selanjutnya bahwa berdasarkan bukti tersebut 
diketahui Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban 
angsuran setiap bulan kepada Tergugat I selama 12 (dua belas) angsuran. 
Dan untuk memperkuat pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengacu 
pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua 
perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali 
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang 
oleh undang-undang dinayatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus 
dilaksanakan dengan iktikad baik”.143 
Menurut penulis,  jika dilihat dari prosedur dalam menyatakan 
seseorang telah melakukan wanprestasi mesti melalui dua tahapan yang 
pertama sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh kreditur 
kepada debitur secara resmi melalui pengadilan, somasi ini diatur dalam 
Pasal 1238 KUHPerdata yang berbunyi: “Si berhutang adalah lalai, 
apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah 
dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan 
bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
                                                          
143
 Sri Sangadatun, Hakim Pengadilan Agama Klaten, Wawancara Lisan, 22 Mei 2018, 
Pukul 09.30-11.00 WIB.  
99 
 
ditentukan” dan Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi : “Penggantian 
biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai 
diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk 
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dilakukannya  hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu 
yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Yang kedua Ingebreke 
Stelling, yaitu peringatan kreditur kepada debitur secara tersendiri dan 
tidak melalui pengadilan. Dalam hal ini Tergugat belum pernah 
mengeluarkan somasi melainkan dengan pemberian surat peringatan 
tersendiri hal ini dibuktikan sendiri oleh Penggugat dengan bukti P.1 
bahwa Tergugat 1 telah melakukan teguran baik secara lisan maupun 
tertulis yaitu berupa Surat Peringatan tanggal 8 September 2015. 
2. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pada Pengadilan Tingkat 
Banding 
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang 
setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas 
banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama 
Klaten Nomor: 0275/Pdt.G/2016/PA.Klt tanggal 24 Agustus 2016, Berita 
Acara Sidang, Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang 
berhubungan dengan perkara tersebut.
144
 
Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut 
memberikan putusan yang pada pokok intinya adalah menguatkan 
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 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 0280/Pdt.G/2016/PTA.Smg 
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putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor:0275/Pdt.G/2016/PA.Klt 
tanggal 24 Agustus 2016 Masehi. Artinya, Majelis Hakim yang 
menangani perkara tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti 
melakukan wanprestasi dan Tergugat tidak terbukti telah melakukan 
perbuatan melawan hukum. 
Sehubungan dengan dinyatakannya Para Pembanding/Para 
Penggugat telah melakukan wanprestasi, Majelis Hakim yang 
menamgani perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata 
yang berbunyi: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat 
perintah atau dengan sebuah kata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau 
demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang 
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. 
Sedangkan untuk melunasi semua sisa kewajiban Penggugat I kepada 
Tergugat I, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian keempat Pasal 36 Pasal 38 Huruf 
C Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya.
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Menurut Penulis, memang pada dasarnya tidak didapatkan adanya 
bukti terhadap adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang 
dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, hal ini berdasarkan unsur-unsur 
perbuatan melawan hukum yaitu, ada perbuatan, ada kesalahan, ada 
kerugian, dan sebab-sebabnya atau alasan haruslah bersifat kumulatif. 
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 Lihat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor:280/Pdt.G/2016/PTA.Smg  
dalam perkara Ekonomi Syariah, hlm. 8. 
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Dan atas dinyatakannya Pembanding/Penggugat telah melakukan 
wanprestasi, berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi yaitu, tidak 
melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat 
waktu atau terlambat dari yang diperjanjikan sebelumnya, melaksanakan 
tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melaksanakan yang menurut 
perjanjian tidak boleh dilakukan, telah sesuai dengan bukti tertulis yang 
telah diajukan oleh Tergugat, yaitu Bukti T.5a, T.5b, dan T.5c pada 
Pengadilan Tingkat Pertama yang dari bukti tersebut telah diketahui 
bahwa  Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban 
angsuran setiap bulan kepada Tergugat I selama 12 (dua belas) angsuran. 
Di samping itu, dalam sebuah hubungan perikatan antara debitur dengan 
kreditur  merupakan hubungan hukum, maka ini berarti bahwa hak si 
kreditur itu dijamin oleh hukum (Undang-Undang). Hal ini dipertegas 
lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang 
menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
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3. Dasar Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Pada Pengadilan Tingkat 
Kasasi 
Bahwa pada Pengadilan Tingkat Banding atas permohonan Para 
Penggugat putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut telah dikuatkan 
oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor: 
280/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 26 Januari 2017. Bahwa selanjutnya 
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diajukan Permohonan Kasasi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh 
Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagaimana terdapat pada 
putusan Nomor:416 K/Ag/2017.
147
  
Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut 
memberikan putusan yang pada pokok intinya adalah menolak 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Artinya, Majelis Hakim yang 
menangani perkara tersebut menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti 
melakukan wanprestasi dan Tergugat tidak terbukti telah melakukan 
perbuatan melawan hukum. 
Sehubungan karena Para Pemohon Kasasi tidak dapat 
membuktikan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para 
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan sebaliknya 
Para Termohon Kasasi berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya, 
dimana Para Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan wanprestasi 
dalam pelaksanaan akad yang telah disepakati. Majelis Hakim yang 
menangani perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata 
yang berbunyi: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat 
perintah atau dengan sebuah kata sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau 
demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang 
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.148  
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Sedangkan Para Pemohon Kasasi yang telah dinyatakan lalai dan 
harus membayar kerugian yang diderita oleh Termohon Kasasi, Majelis 
Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab III 
Bagian Keempat Pasal 36 jo Pasal 38 Huruf c tentang Ingkar Janji dan 
Sanksinya.
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Dalam hal ini, seseorang yang telah melakukan wanprestasi akan 
mendapatkan akibat hukum atau sanksi yang pada umumnya berupa 
membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, yaitu berupa pembayaran 
ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dimana benda yang 
dijanjikan berupa obyek perjanjian, sejak saat tidak terpenuhinya 
kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur, dan membayar biaya 
perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim melalui pengadilan. 
Hal ini diperjelas dalam Pasal 1276 KUHPerdata terdapat 5 (lima) opsi 
yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam mengahadapi debitur yang 
wanprestasi, yaitu memenuhi/melaksanakan perjanjian, memenuhi 
perjanjian disertai keharusan membayar gantu rugi, membayar ganti rugi, 
membatalkan perjanjian, dan membatalkan perjanjian disertai dengan 
ganti rugi.
150
 Akan tetapi, dalam hal ini baik Majelis Hakim pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi tidak memberikan 
keputusan tentang berapa jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh 
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Penggugat kepada Tergugat, sehingga menurut penulis hal ini bisa 
menimbulkan kekosongan hukum. 
 
B. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Baik pada Pengadilan 
Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi dalam memberikan putusan pada 
perkara tersebut perspektif Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 
Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini, kesesuaian Pertimbangan 
Hukum bagi Hakim baik pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan 
Kasasi yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding/Para 
Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dan Para Tergugat/Para 
Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak terbukti telah melakukan perbuatan 
melawan hukum, dengan kata lain Majelis Hakim yang mengadili perkara 
tersebut tidak menyalahkan tindakan Para Tergugat/Para Terbanding/ Para 
Termohon Kasasi yang melakukan pendaftaran lelang agunan. Hal  ini sudah 
tepat dan benar berdasarkan hukum yang mengatur perihal tersebut, yaitu: 
Bahwa di dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-
MUI/III/2008 Tentang Ra>hn Tasjily pada bagian kedua ketentuan khusus 
poin (b) dijelaskan “Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah 
kepemilikan atau sertifikat tidak memindahkan kepemilikan barang Murtahin. 
Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, Marhun 
dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik malulai lelang atau dijual ke 
pihak lain sesuai prinsip syariah”. 
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Menurut penulis, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah diajukan 
oleh Tergugat, yaitu Bukti T.5a, T.5b, dan T.5c yang berupa akta di bawah 
tangan, yaitu laporan riwayat pembiayaan antara Penggugat I dengan 
Tergugat I yang telah memenuhi syarat formal dan isinya telah diakui oleh 
Penggugat I. Yang selanjutnya bahwa berdasarkan bukti tersebut diketahui 
Penggugat I tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban angsuran setiap 
bulan kepada Tergugat I selama 12 (dua belas) angsuran. Artinya, dalam hal 
ini Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi, sehingga tindakan 
Tergugat yang melakukan pendaftaran lelang agunan sudah benar 
sebagaimana ketentuan dalam fatwa tersebut. Yang mana ketentuan ini telah 
diperjelas pada poin (c)  yaitu “Rahin memberikan wewenang kepada 
Murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi 
atau tidak dapat melunasi utangnya. 
Dalam menyikapi keputusa Majelis Hakim baik pada Pada Pengadilan 
Tingkat Pertam, Banding, dan Kasasi yang menyatakan Penggugat terbukti 
telah melakukan wanprestasi, menurut penulis sudah benar dan tepat. Bahwa 
di dalam ketentuan hukum yang mengatur perihal tersebut, apabila akad yang 
sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan 
isinya oleh debitur atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, 
maka debitur telah melakukan kesalahan. Kesalahan tersebut adalah suatu 
sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana 
Firman Allah SWT QS. Al-Maidah (5): 1: 
... ب َٖ َُّيأ بَي  ِدُُ٘قعْىبِث اُ٘ف ْٗ َأ اُْ٘ ٍَ آ َِ يِرَّىا...  
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Yang memiliki arti bahwa manusia diminta untuk memenuhi 
akadnya.
151
 
Selain itu juga sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah (KHES) diatur tentang bagaimana menyatakan pihak itu 
telah melakukan Ingkar Janji. Dalam hal ini terdapat pada Bab III Bagian 
Kemepat Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya, adapun ketentuan isi Pasalnya 
adalah sebagai berikut: 
Pasal 36 
Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya: 
e. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. 
f. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikannya. 
g. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. 
h. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. 
Dari beberapa dasar di atas, penulis berpendapat bahwa memang Para 
Penggugat terbukti telah melakukan wanprestasi. Sehingga apa yang menjadi 
dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan 
melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan harus dinyatakan ditolak oleh 
Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. 
Dalam hal ini, berkaitan dengan dalil ggugatan Penggugat yang 
menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas 
pendaftaran lelang agunan, menurut penulis substansi dari gugatan tersebut 
seharusnya bukan pada pendaftaran lelang agunan melainkan pada kerugian 
yang ditimbulkan akibat adannya pendaftaran lelang agunan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis terhadap 
Putusan No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt Tentang Sengketa Atas Akad 
Mura>bah}ah Perspektif Hukum Islam, yang telah diuraikan panjang lebar 
secara obyektif dan ilmiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam putusan perkara 
No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu 
Pengadilan Agama Klaten adalah Pasal 1338 dan 1365 KUHPerdata. 
Pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama 
Semarang dengan Nomor Perkara 280/Pdt.G/2016/PTA.Smg  dan 
Pengadilan Tingkat Kasasi yaitu Mahkamah Agung dengan Nomor 
Perkara 416 K/Ag/2017 adalah Pasal 1238 KUHPerdata dan Peraturan 
Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum 
Ekonomi Syariah pada Bab III Bagian keempat Pasal 36 dan Pasal 38 
Huruf C Tentang Ingkar Janji dan Sanksinya. 
2. Berdasarkan analisis Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 
Tentang Ra>hn Tasjily terhadap kesesuaian pertimbangan hukum bagi 
Hakim dalam memberikan putusan pada perkara tersebut baik pada 
Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, dan Kasasi yang menyatakan 
bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi dan tidak dapat 
membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan 
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melawan hukum atas pendaftaran lelang agunan sudah benar dan tepat 
sebagaimana pada bagian kedua ketentuan khusus poin (b) dan poin (c). 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi pihak nasabah (Penggugat) dalam mengajukan pembiayaan kepada 
Bank harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam memahami akad 
perjanjian. Nasabah seharusnya haruslah bertanggungjawab atas tindakan 
yang telah diperbuatnya/apa yang telah diperjanjikannya. Hal ini untuk 
menghindari adanya sengketa ekonomi syariah. 
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim apabila hendak 
menggunakan Fatwa DSN MUI sebagai sumber hukum, seharusnya 
Fatwa tersebut diangkat sebagai pendapat Hakim, sehingga mempunyai 
kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada 
pertimbangan bagi Hakim. 
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PANDUAN WAWANCARA 
1. Apa yang menjadi dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi 
syariah pada putusan No.0275/Pdt.G/2016/PA.Klt.? 
2. Sehubungan dengan kasus sengketa ekonomi syariah yang dasar gugatannya 
dengan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, apa yang menjadi 
acuan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut?  
3. Mengapa dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim menggunakan  
sumber hukum tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan 
perkara ini?  
4. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah yang dasar gugatannya dengan 
perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, bagaimana cara Hakim 
menyelesaikan kasusnya?  
5. Bagaimana trik-trik Hakim dalam mengetahui bahwa Tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum atau Penggugat telah melakukan 
wanprestasi? 
6. Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan 
pada perkara ini?  
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